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BAB III 

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH 
DAN KERANGKA PENDANAAN 

 

Kerangka ekonomi makro Kota Batu merupakan evaluasi dan 

proyeksi mengenai: (1) pendapatan per kapita yang mengukur daya beli 

masyarakat, (2) pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan produktivitas 

sektor-sektor dalam perekonomian, (3) struktur ekonomi yang menjelaskan 

kontribusi masing-masing sektor ekonomi terhadap PDRB, serta (4) 

perkembangan inflasi untuk menjelaskan bias kenaikan harga bagi 

pertumbuhan ekonomi. Di samping 4 indikator ekonomi tersebut, juga akan 

disertakan indikator-indikator lain sebagai penunjang dalam menyusun 

kerangka ekonomi makro daerah. 

Indikator-indikator yang membentuk kerangka ekonomi daerah 

digunakan sebagai dasar bagi penyusunan proyeksi ekonomi. Selanjutnya, 

hasil proyeksi ekonomi tersebut akan digunakan sebagai dasar asumsi 

dalam melakukan prediksi kondisi keuangan daerah, lebih tepatnya 

pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Namun perlu diperhatikan bahwa hasil proyeksi tersebut lebih berperan 

sebagai asumsi yang mendasari penyusunan rencana-rencana 

pembangunan ekonomi, daripada sebagai suatu target kinerja yang harus 

dicapai. 

Sistem perekonomian senantiasa melibatkan pemerintah, swasta dan 

masyarakat. Sejalan dengan semangat partisipasi dalam pembangunan, 

maka pemerintah kota berupaya menarik minat investasi pelaku usaha di 

Kota Batu, antara lain melalui penciptaan peluang-peluang usaha di 

berbagai sektor ekonomi. Serangkaian kebijakan ekonomi yang dijabarkan 

melalui program/kegiatan pembangunan, diharapkan memperoleh apresiasi 
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positif dari pelaku usaha yang ditandai dengan meningkatnya investasi 

daerah, sebagai salah satu indikator membaiknya kinerja ekonomi daerah. 

 

3.1 Kondisi  Ekonomi Daerah Periode 2014 dan Perkiraan Tahun 

2015 

Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dari 

perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan 

perekonomian global. Terdapat berbagai faktor perekonomian yang 

tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti menyangkut kebijakan 

pemerintah pusat di sektor moneter maupun sektor riil. Di samping 

itu perekonomian daerah juga dipengaruhi perekonomian global 

seperti naik turunnya harga minyak dunia, dan nilai tukar mata uang 

asing, serta pengaruh krisis keuangan global yang telah berdampak 

pada meningkatnya pemutusan hubungan kerja dan kelesuan pasar 

ekspor. 

Pada tahun 2014 dan semester I 2015 telah terjadi 

perlambatan konsumsi swasta maupun pemerintah yang didorong 

adanya gejolak eksternal serta program efisiensi di lingkungan 

instansi pemerintah. Awal tahun 2014 ditandai dengan kinerja sektor 

industri pengolahan dan sektor konstruksi mengalami peningkatan, 

namun Kota Batu tidak terlalu merasakan dampaknya. Di sisi lain, 

perlambatan kinerja terjadi di sektor pertanian, kehutanan dan 

perikanan yang merupakan andalan Kota Batu sebagai dampak 

pergeseran masa tanam sehingga  pada tahun 2014 sektor ini belum 

memasuki musim panen. Bencana alam yang terjadi di beberapa 

wilayah sekitar sentra produksi di daerah sekitar Kota Batu serta 

fenomena anomali musim telah menyebabkan terjadinya gagal 

panen dan menurunkan produktivitas di sektor ini. Selain itu, sektor 

penyediaan akomodasi dan makan minum turut menunjukkan 
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perlambatan dipengaruhi program penghematan pemerintah yang 

melarang instansi pemerintah menggelar rapat di hotel, padahal 

kontribusi kegiatan semacam ini mencapai angka 60% terhadap 

tingkat hunian hotel di Jawa Timur dan Kota Batu pada khususnya. 

Di Kota Batu, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran selama tahun 

2014 masih menunjukkan adanya pertumbuhan meskipun terjadi 

perlambatan masing-

masing dari 10,09% 

dan 10,55% pada 

tahun 2013 menjadi 

9,71% dan 9,47% 

pada tahun 2014. 

Perlambatan 

konsumsi dan 

investasi swasta 

tersebut bahkan 

masih terus berlangsung sampai dengan akhir semester I tahun 

2015. Meskipun demikian, ditengah melemahnya indeks daya beli 

masyarakat, kinerja perekonomian Kota Batu masih bertahan dengan 

baik. 

Kinerja Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kota Batu Atas 

Dasar Harga Konstan (ADHK) pada tahun 2008-2014 secara umum 

terus meningkat dari Enam koma Delapanpuluh tujuh (6,87) Persen 

tahun 2008 menjadi sebesar Delapan koma Nol Tiga (8,03) Persen 

pada tahun 2014 (Tabel 3.1). Capaian ini lebih tinggi bila 

dibandingkan dengan target yang ditetapkan RPJMD pada tahun 

yang berkenaan yakni 8,02% (Gambar 3.1). Namun demikian pada 

tahun berikutnya terjadi gejolak di sektor keuangan yang berdampak 

pada melemahnya sektor riel sehingga pertumbuhan ekonomi Kota 

Gambar 3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Inflasi 
Kota Batu Tahun 2008-2016 

 

 

Sumber : BPS Kota Batu 2005 – 2015 

*) Hasil Proyeksi dan merupakan Angka sementara 
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Batu diprediksi stagnan pada 2015 dan sebagai kelanjutan dampak 

risiko serta ketidak pastian global serta regional, maka pertumbuhan 

ekonomi Kota Batu diproyeksikan sedikit mengalami 

penurunan/perlambatan pada tahun 2016 yakni dari 8,03% menjadi 

7,80%. 

Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi Kota Batu tersebut 

secara umum masih tetap lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi 

Jawa Timur dan Nasional yang masing-masing sebesar 5,90% dan 

5,0% pada tahun 2014 seperti terlihat pada tabel berikut. 

Tabel 3.1 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Batu, Provinsi Jawa 
Timur dan Nasional Tahun 2009-2014 

 

No. Keterangan 2012 2013 2014 

1 Kota Batu (%) 7.26 7.28 6.93 

2 Jawa Timur (%) 6.12 6.60 5.90 

3 Nasional (%) 6.55 5.60 5.10 

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur dan Kota Batu 
Keterangan: *)Hasil analisis 

 

Secara umum pada tahun 2014 sampai dengan akhir triwulan 

I tahun 2015 terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi secara 

nasional termasuk di tingkat Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2014 

telah terjadi gejolak ekonomi makro yang ditandai dengan 

memanasnya mesin ekonomi yang berakibat terjadinya defisit neraca 

pembayaran nasional, kenaikan kurs mata uang kuat seperti US 

Dollar dan lain-lain, gejolak inflasi yang cukup tinggi, dan kenaikan 

harga energi dan BBM. Perlambatan pertumbuhan ekonomi terutama 

dipengaruhi oleh pelemahan daya beli masyarakat sebagai dampak 

kenaikan BBM sejak 18 November 2014. Selain itu masih dirasakan 

dampak lanjutan kenaikan bahan bakar rumah tangga (LPG 12kg) 

dan penyesuaian tarif listrik tahap ke-3, serta tingginya permintaan 

menjelang hari raya Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru. Tambahan lagi 

adalah terjadinya peningkatan harga emas sebagai salah satu 
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instrumen investasi yang dinilai aman (safe heaven) ditengah kondisi 

perekonomian yang masih belum kondusif serta minimnya produksi 

pertanian karena belum memasuki musim panen. Hal ini memicu 

tingginya laju inflasi di wilayah Malang Raya, Kota Batu dan Jawa 

Timur pada umumnya.  

a) Pertumbuhan Ekonomi/PDRB dan Tingkat Inflasi 

Perekonomian Indonesia sampai dengan semester I tahun 

2015 masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. Perlambatan 

ekonomi pada tahun 2015 terjadi hampir di seluruh wilayah 

Indonesia. Dari sisi eksternal, pemulihan ekonomi global berjalan 

lambat dan tidak merata, disertai harga-harga komoditas di pasar 

internasional yang masih menurun sehingga berdampak negatif 

terhadap kinerja ekspor di berbagai daerah termasuk di wilayah 

Jawa Timur. Di sisi domestik, pengeluaran pemerintah, termasuk 

implementasi proyek infrastruktur, baik di pusat maupun daerah, 

masih belum berjalan secara optimal. Faktor eksternal dan 

domestik tersebut berdampak negatif terhadap daya beli 

konsumen dan minat investasi. Sejalan dengan itu, perekonomian 

nasional tumbuh melambat menjadi 4,7% (yoy) dari 5,0% pada 

triwulan sebelumnya. Sedangkan perekonomian Jawa Timur 

tumbuh 5,2% melambat dibandingkan sebelumnya sebesar 6% 

(yoy) atau melambat -0,8%. Pada akhir triwulan II tahun 2015 

terjadi peningkatan dimana pertumbuhan ekonomi mencapai 

5,3% (yoy). 

Rendahnya realisasi belanja sektor swasta dan Pemerintah 

serta penurunan kinerja ekspor impor luar negeri menyebabkan 

perlambatan kinerja ekonomi. Adanya tekanan kenaikan biaya 

energi serta kinerja dunia usaha yang melemah menyebabkan 

penurunan penggunaan tenaga kerja, sehingga daya beli 
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masyarakat cenderung rendah. Di sisi lain, konsumsi Pemerintah 

yang rendah disebabkan karena kebijakan pelarangan rapat di 

hotel serta merupakan pola tahunan, dimana realisasi belanja di 

awal tahun cenderung rendah. Selain itu, kebijakan perubahan 

nomenklatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat turut berdampak pada realisasi belanja infrastruktur 

daerah. Pada akhir semester I tahun 2015 terjadi peningkatan 

kinerja konsumsi pemerintah yang cukup signifikan yang 

disebabkan oleh peningkatan realisasi anggaran, terutama 

belanja infrastruktur. Kinerja investasi meningkat terutama 

investasi bangunan (infrastruktur publik). 

Pada triwulan I tahun 2015, nilai tukar rupiah mengalami 

pelemahan hingga mencapai level Rp.13.000-an dan sempat 

mencapai level psikologis di atas Rp.14.000-an pada awal 

semerter II tahun 2015. Nilai tukar terus mengalami pelemahan 

yang telah dimulai sejak akhir tahun 2013 dan berlanjut hingga 

saat ini. Beberapa hal yang diperkirakan mendorong terjadinya 

kondisi ini antara lain penguatan perekonomian Amerika Serikat 

disertai rencana kenaikan, pelonggaran moneter (ECB) yang 

mempengaruhi pelemahan EUR serta masih defisitnya transaksi 

berjalan nasional. 

Bagi Kota Batu yang memiliki karakteristik usaha kategori 

bahan baku domestik, penjualan domestik pada dasarnya tidak 

terlalu terpengaruh oleh dampak pelemahan nilai tukar, namun 

demikian kinerja penjualan menunjukkan perlambatan 

dipengaruhi pelemahan daya beli masyarakat selama semester I 

dan semester II tahun 2015. Peningkatan biaya produksi (sebagai 

dampak inflasi dan kebijakan energi) yang menyebabkan 
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kenaikan harga jual turut menjadi salah satu alasan pelemahan 

daya beli masyarakat akan produk-produk industri tersebut.  

Kemampuan daya beli penduduk Kota Batu mengalami 

peningkatan secara stabil di tahun-tahun sebelumnya. Indeks PPP 

Kota Batu dari tahun 2008 sampai tahun 2013 meningkat secara 

gradual dari 63,79 pada tahun 2008 menjadi 64,65 pada tahun 

2009 dan kembali mengalami kenaikan menjadi 64,88 pada tahun 

2010. Peningkatan tersebut terus berlanjut sehingga tahun 2011 

menjadi 65,80, tahun 2012 naik menjadi 66,46 dan tahun 2013 

menjadi 67,69. Namun demikian tahun 2014 Indeks Daya Beli 

penduduk Kota Batu sedikit mengalami penurunan menjadi 67,63 

point. Faktor gejolak dan ketidakpastian ekonomi makro banyak 

berpengaruh terhadap turunnya daya beli tersebut tidak hanya 

bagi masyarakat Kota Batu tetapi juga masyarakat Jawa Timur 

dan Nasional.  

Pertumbuhan konsumsi makanan dan minuman non 

beralkohol meningkat pada triwulan IV tahun 2014 yakni dari 

2,9% menjadi 3,7% namun pertumbuhan konsumsi rumah 

tangga secara keseluruhan mengalami penurunan meskipun tidak 

terlalu dalam. Konsumsi yang menjadi penopang utama 

pertumbuhan ekonomi dengan share sebesar 60,30% mengalami 

penurunan pada semester I tahun 2015 - meskipun mulai 

meningkat kembali menjelang Idul Fitri. Penurunan ini diikuti oleh 

turunnya pertumbuhan konsumsi transportasi dan angkutan serta 

konsumsi restoran dan hotel. Selain itu faktor kebijakan efisiensi 

dengan melarang rapat di luar kantor bagi instansi pemerintah 

diyakini juga turut mempengaruhi perlambatan konsumsi dan 

daya beli masyarakat. 
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Rendahnya belanja pemerintah daerah sampai dengan 

pertengahan tahun 2015, turut menahan pertumbuhan ekonomi 

nasional. Secara umum, daerah-daerah dengan basis utama 

sektor SDA menunjukkan realisasi belanja di bawah rata-rata. Hal 

ini sejalan dengan menurunnya kinerja sektor-sektor SDA, yang 

kemudian berdampak pada menurunnya dana bagi hasil (DBH), 

yang menjadi sumber dana APBD. Rendahnya penyerapan 

belanja daerah tercermin pada penempatan dana daerah di 

perbankan pada triwulan I dan triwulan II tahun 2015 yang lebih 

besar dibandingkan dengan periode yang sama tahun 

sebelumnya. 

Hal ini disebabkan karena pola realisasi proyek Pemerintah 

yang masih rendah di awal tahun. Berdasarkan data keuangan 

daerah, realisasi belanja Pemerintah Provinsi Jawa Timur di 

triwulan I tahun 2015 hanya mencapai 11,13% dari yang 

dianggarkan, lebih rendah dibandingkan periode yang sama di 

tahun 2014 (17,21%) dan tahun 2013 (15,29%). Realisasi 

belanja Pemerintah Daerah tersebut tidak tercermin pada 

pertumbuhan konsumsi Pemerintah Daerah yang justru turun 

(tumbuh -2,3%, yoy) karena belanja Pemerintah Daerah pada 

periode ini lebih banyak digunakan untuk belanja non-produktif. 

Hal ini terkonfirmasi dengan realisasi belanja bunga yang 

mencapai 27,10% (lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2014: 

15,77%), belanja hibah 18,56% (triwulan I 2014: 15,87%), dan 

belanja bantuan sosial yang mencapai 17,65% (triwulan I 2014: 

12,93). Ketiga jenis belanja tersebut merupakan tiga belanja 

dengan realisasi terbesar hingga semester ini. Sementara belanja 

produktif yang tercermin dari belanja modal hanya terealisasi 

sebesar 1,80 %. Selain itu, kontraksi belanja Pemerintah Daerah 
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yang rendah juga masih dipengaruhi oleh kebijakan pelarangan 

rapat di hotel. Rendahnya realisasi belanja Pemda juga tercermin 

dari dana Pemerintah Daerah yang disimpan pada giro perbankan 

mengalami peningkatan yang signifikan. Pada triwulan I 2015, 

giro Pemda di perbankan sebesar Rp 14,97 triliun, tumbuh 

62,50% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan IV 2014 

yang tumbuh 39,69% (yoy) dan triwulan I 2014 yang tumbuh 

sebesar 10,90% (yoy). Namun demikian, pada awal semester II 

tahun 2015 ditandai dengan lonjakan yang signifikan dari belanja 

transfer yakni 27,21% dibandingkan pada triwilan I yakni 

11,13%. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan konsumsi 

pemerintah yang meningkat dari -2,3% (yoy) menjadi 6,7% pada 

triwulan II tahun 2015. 

Kondisi tersebut di atas tidak terlalu berpengaruh 

signifikan bagi perekonomian Kota Batu tahun 2014. Ditinjau dari 

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menunjukkan 

peningkatan signifikan, pada tahun 2014 mencapai sebesar Lima 

Trilyun Enamratus Sembilanpuluh Enam Milyar Rupiah (Rp.5,696 

Milyar) dengan proyeksi kenaikan sebesar Delapanratus 

Delapanpuluh Dua koma Nol Delapan Milyar Rupiah (Rp.882,08 

Milyar) atau meningkat sebesar 17,83 persen dari tahun 2013.  

Sedangkan, PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Kota 

Batu Tahun 2014 mencapai Satu Trilyun Sembilanratus Limapuluh 

Delapan Milyar Rupiah (Rp.1,958 Milyar) dengan kenaikan 

sebesar Seratus Empatpuluh Lima koma Empatpuluh Delapan 

Milyar Rupiah (Rp.145,48 Milyar) dengan laju kenaikan sebesar 

8,03 persen dibandingkan tahun 2013.  

Selain itu, dilihat dari pertumbuhan PDRB sektoral yang 

merupakan sektor-sektor strategis dan potensial di Kota Batu, 
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nampak bahwa kontribusi pertumbuhan sektor PDRB mengalami 

perubahan. Tingginya pertumbuhan ekonomi Kota Batu ini 

terutama didukung oleh sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran 

yang tumbuh sebesar  9.45 Persen, sektor Jasa-jasa 7,97 Persen, 

dan sektor Keuangan 8,74 Persen. Khusus sub sektor Pariwisata 

juga mencatat perkembangan (meskipun laju pertumbuhannya 

mengalami penurunan / perlambatan) di tahun 2014 di mana 

kunjungan wisatawan baik domestik maupun manca negara 

maningkat dari 2.547.855 orang tahun 2012 menjadi 3.292.298 

orang pada tahun 2013 atau meningkat sebesar 29,20 Persen. 

Pada tahun 2014 kunjungan wisatawan mencapai 3.834.121 

orang atau tumbuh 16.46 persen.  

 

Tabel 3.2  Distribusi (Share) PDRB di Kota Batu 

 

SEKTOR 2012 2013*) 2014**) 

1. Pertanian 17.68 17.30 16.73 

2. Pertambangan dan Penggalian 0.20 0.19 0.19 

3. Industri Pengolahan 6.25 6.18 6.06 

4. Listrik, Gas dan Air Bersih 1.37 1.34 1.34 

5. Bangunan 2.13 2.24 2.40 

6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 49.28 50.06 49.53 

7. Pengangkutan dan Komunikasi 3.32 3.27 3.25 

8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 3.94 4.01 3.86 

9. Jasa-jasa 15.82 15.41 16.64 

Produk Domestik Regional Bruto 100.00 100.00 100.00 

Sumber : Bappeda Kota Batu, 2014-Data diolah. 
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Tabel 3.2 menunjukkan bahwa berdasarkan struktur 

perekonomian, maka 

perubahan / pergeseran 

pangsa terhadap PDRB 

Kota Batu terlihat sampai 

tahun 2014, di mana 

pangsa sektor tersier terus 

meningkat. Pada tahun 

2009, pangsa sektor 

tersier masih mencapai 

70,91  persen dan secara konsisten naik hingga mencapai  72,37 

persen pada tahun 2012 dan tahun 2013 menjadi 72,74 persen. 

Pada tah un 2014 sektor tersier mencapai 73,28 persen. 

Sementara itu, pangsa sektor sekunder yang sebelumnya 

diharapkan menjadi motor penggerak perekonomian Kota Batu 

bersama sektor tersier, memberi sumbangan  9,75 persen pada 

tahun 2012 naik menjadi 9.77 tahun 2013. Pada tahun 2014 

meningkat menjadi 9.80. Selama empat tahun terakhir, kontribusi 

sektor sekunder  mengalami penurunan seiring bertambahnya 

sektor tersier. Hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya sektor 

sekunder masih lebih cepat sektor tersier. Peningkatan sektor 

sekunder  terjadi karena pangsa sektor listrik dan air bersih serta 

pangsa sektor bangunan yang meningkat selama empat tahun 

terakhir, walaupun pangsa sektor industri pengolahan mengalami 

penurunan. 

   

 

 

Gambar 3.2 

Pertumbuhan ekonomi sektoral Kota Batu 
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b) Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor 

primer  

Kegiatan ekonomi yang dimasukan ke dalam sektor primer 

adalah sektor pertanian dan sektor pertambangan dan 

penggalian. Pertumbuhan di sektor pertanian pada tahun 2014 

sebesar 4,39 persen yang berarti lebih rendah dari tahun 2013 

yang pertumbuhannya sebesar 4,99 persen. Menurunnya 

pertumbuhan sektor pertanian dapat diartikan telah terjadi 

pergeseran orientasi di sektor primer menuju sektor lainnya. 

Pertumbuhan sektor pertanian lebih lambat dibandingkan 

sektor-sektor lainnya karena sektor pertanian dipengaruhi oleh 

cuaca ekstrim yaitu hujan sepanjang tahun, hama penyakit, dan 

minimnya produksi pertanian karena belum memasuki musim 

panen. Bahkan perlambatan kinerja masih terjadi di sektor 

pertanian, kehutanan dan perikanan yang merupakan andalan 

Kota Batu sebagai dampak pergeseran masa tanam sehingga  

pada tahun 2014 sektor ini belum memasuki musim panen. 

Bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah sekitar sentra 

produksi di daerah sekitar Kota Batu menyebabkan terjadinya 

gagal panen dan menurunkan produktivitas di sektor ini. 

Tantangan lain juga semakin berkurangnya lahan pertanian 

karena alih fungsi lahan untuk kegiatan ekonomi lain.  

Pertumbuhan di sektor pertambangan dan penggalian 

tahun 2013 yang mencapai 4,75% dan tetap stagnan pada tahun 

2014 menjadi 4,75%. Sektor pertambangan dan penggalian 

memang bukan merupakan sektor yang signifikan di Kota Batu 

dengan share sebesar 0,19% dari total PDRB. Selain itu, karena 

pertimbangan bahwa wilayah Kota Batu merupakan wilayah 

konservasi lingkungan di mana beberapa sumber air besar 
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termasuk sumber air kali Brantas terdapat di wilayah ini, maka 

Pemerintah Kota Batu sangat beralasan untuk melindunginya. 

Kerusakan lingkungan di Kota Batu akan berpengaruh terhadap 

daerah-daerah hinterland lainnya khususnya di wilayah Malang 

Raya (Kota dan Kabupaten Malang) dan sekitarnya. 

 

c) Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor 

sekunder  

Kegiatan produksi yang termasuk ke dalam sektor 

sekunder adalah sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas 

dan air bersih, serta sektor bangunan. Pertumbuhan sektor listrik 

gas dan air bersih tahun 2014 sebesar 9,04% lebih tinggi 

dibandingkan tahun 2013 sebesar 8,86% hal ini dipengaruhi 

tingkat pertumbuhan baru di wilayah kota yang cepat tumbuh di 

Kota Batu.  

Pertumbuhan sektor bangunan tahun 2014 tetap tinggi 

yaitu sebesar 13,66% hal ini dipengaruhi tingginya tingkat 

permintaan masyarakat akan kebutuhan tempat tinggal oleh 

penduduk Kota Batu maupun penduduk wilayah lainnya yang 

memasuki wilayah Kota Batu. Selain itu, masuknya beberapa 

investor baru khususnya di sektor pariwisata dan perhotelan serta 

kelanjutan pembangunan Block Office (Gedung Pemerintahan 

Kota Batu) juga mendorong tingginya pertumbuhan di sektor ini. 

Namun demikian, karena gejolak ekonomi makro yang terjadi di 

tahun 2014, maka pertumbuhan sektor ini ternyata melemah atau 

lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya (2013) sebesar 

13,79%.  

Pertumbuhan sektor industri pengolahan tahun 2014 

mencapai 6,21% lebih tinggi dari tahun 2013 yang mencapai 
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6,13%. Kota Batu bukanlah wilayah yang mengandalkan sektor 

industri karena berdasarkan kondisi alamnya lebih cenderung 

mengarah pada sektor pariwisata dan pertanian. Namun 

demikian, hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran 

dari sektor primer ke sektor sekender. 

 

d) Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor 

tersier  

Sektor-sektor lainnya seperti sektor perdagangan, hotel 

dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor 

keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, serta sektor jasa-

jasa dikelompokkan ke dalam sektor tersier.  

Pertumbuhan sektor perdagangan dan restoran tahun 

2014 cukup tinggi mencapai 9,45% dibandingkan dengan tahun 

2013 sebesar 8,92%. Kota Batu sebagai daerah penyangga 

Propinsi Jawa Timur dan sebagai daerah tujuan wisata utama 

secara regional dan nasional sehingga kegiatan usaha 

perdagangan baik usaha kecil dan menengah banyak terdapat di 

wilayah Kota Batu demikian juga penyediaan akomodasi 

(perhotelan) dan makan minum (restoran dan rumah makan). 

Pada tahun 2014 sektor ini memiliki share sebesaar 48,94%. 

Sektor pengangkutan dan komunikasi memperlihatkan 

pertumbuhan yang cukup baik sebesar yakni 9,15% tahun 2014 

lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya (2013) sebesar 

9,14%. Di wilayah Kota Batu tidak terdapat angkutan rel dan 

angkutan laut. Pertumbuhan tersebut hanya meliputi sub sektor 

angkutan jalan raya dan sub sektor jasa penunjang angkutan. 

Kegiatan komunikasi juga menunjukkan pertumbuhan yang tinggi 

yakni 9,71% selama dua tahun berturut-turut. Hal ini terjadi 



Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016 

 

 Bab III hal 117 

 

karena semakin dinamisnya masyarakat Kota Batu seiring 

meningkatnya penggunaan telepon selular dan kemudahan 

penggunaan internet. Di sisi lain, pertumbuhan sektor keuangan, 

persewaan dan jasa perusahaan tahun 2014 sebesar 8,75% 

sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2013 sebesar 8,74% 

karena semakin membaiknya kegiatan perbankan dan keuangan 

yang lain serta semakin berkembangnya sektor jasa-jasa baik dari 

lingkungan pemerintahan umum maupun swasta.  

Tabel 3.3 dan Tabel 3.4 berikut menunjukkan 

perbandingan pertumbuhan antar sektor secara runtut waktu di 

Kota Batu tahun 2010-2014. 

Tabel 3.3 Distribusi persentase PDRB menurut Kelompok Sektor di Kota Batu Tahun 
2010-2014 

 

SEKTOR / SUB SEKTOR 2012 2013*) 2014**) 

Pertumbuhan PDRB atas dasar harga 
konstan sektor primer (%)  

4.75 4.99 4.39 

Pertumbuhan PDRB atas dasar harga 
konstansektor sekunder(%)  

9.70 9.59 9.64 

Pertumbuhan PDRB atas dasar harga 
konstansektor tersier(%)  

9.00 8.79 8.83 

Produk Domestik Regional Bruto 8.25 8.02 8.03 

 

 
Tabel 3.4 Persentase Pertumbuhan Sektor pada PDRB atas dasar harga Konstan 2000 
Kota Batu Tahun 2010-2014 

 

SEKTOR / SUB SEKTOR 2010 2011 2012 2013*) 2014**) 

1. Pertanian 5.52 4.89 4.38 5.22 4.03 

2. Pertambangan dan Penggalian 6.59 6.00 5.12 4.75 4.75 

3. Industri Pengolahan 6.22 6.03 6.57 6.13 6.21 

4. Listrik, Gas dan Air Bersih 8.95 8.88 8.98 8.86 9.04 

5. Bangunan 12.62 13.98 13.54 13.79 13.66 

6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 8.41 9.24 9.77 8.92 9.45 

7. Pengangkutan dan Komunikasi 7.68 9.03 9.26 9.14 9.15 

8. Keuangan, Persewaan dan Jasa 
Perusahaan 

8.81 8.60 8.59 8.74 8.75 

9. Jasa-jasa 7.08 8.51 8.37 8.37 7.97 

Produk Domestik Regional Bruto 7.52 8.04 8.25 8.02 8.03 
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Jumlah PDRB per Kapita ADHB tahun 2012 mencapai 

Rp.21,51 Juta meningkat Rp.2,29 juta per kapita dibandingkan 

tahun 2011 yang nilainya sebesar Rp. 19,22 Juta atau naik 11,90 

Persen. Pada tahun 2013 PDRB per Kapita meningkat menjadi 

Rp.25,37 juta meningkat sebesar Rp. 3,86 juta atau 17,95 persen 

dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2014 nilai PDRB per 

Kapita naik lagi menjadi Rp.27,34 juta. Sedangkan jumlah PDRB 

per Kapita ADHK tahun 2013 mencapai Rp.9,17 Juta meningkat 

6,53 Persen atau Rp.561,96  ribu per kapita dibandingkan tahun 

2012 sebesar Rp. 8,61 Juta. Pada tahun 2014 nilai PDRB per 

Kapita ADHK mencapai Rp.9,23 juta atau meningkat 0,50% dari 

tahun sebelumnya. Peningkatan pada tahun ini terasa kurang 

signifikan mengingat terjadinya inflasi yang cukup tinggi 

khususnya di wilayah Malang Raya. 

Laju pertumbuhan investasi di Kota Batu dari tahun ke 

tahun selama lima tahun terakhir yakni tahun 2008-2014 terus 

mengalami peningkatan meskipun sedikit berfluktuasi yang 

berkorelasi dengan perkembangan terkini kondisi ekonomi makro 

nasional dan provinsi Jawa Timur. Laju pertumbuhan investasi 

antar waktu sejak tahun 2008-2014 mencapai rata-rata 16,61 

Persen per tahun. Sedangkan pada tahun 2014 pertumbuhan 

investasi mencapai 16.46 persen. Pada tahun 2014 pertumbuhan 

investasi di Kota Batu mengalami perlambatan yang disebabkan 

oleh berbagai faktor makro ekonomi. Survey Bank Indonesia pada 

tahun 2014 menunjukkan bahwa kenaikan harga BBM serta 

penyesuaian tarif dasar listrik di triwulan IV tahun 2014 tidak 

terlalu mempengaruhi rencana investasi untuk perusahaan skala 

besar dan menengah. Tetapi kebijakan tersebut ternyata 

berpengaruh negatif terhadap perusahaan skala kecil. Sentimen 
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negatif yang berlangsung sejak triwulan III 2014 akibat adanya 

rencana kenaikan UMK Kabupaten/Kota di tahun 2015 terindikasi 

mempengaruhi laju investasi. Hal ini diperkuat dengan masih 

tetap tingginya prime rate da/atau suku bunga acuan Bank 

Indonesia untuk meredam gejolak moneter dan manahan 

tekanan inflasi di tingkat nasional. 

Tekanan inflasi pada Tahun 2015 relatif terkendali. Inflasi 

pada akhir triwulan I tahun 2015 tercatat sebesar 6,38% (yoy), 

lebih rendah dibandingkan dengan akhir tahun 2014 yang 

tercatat sebesar 8,36% (yoy). Koreksi beberapa harga bahan 

pangan karena pasokan yang mencukupi dan melemahnya 

permintaan, menjadi faktor penyebab turunnya laju inflasi. 

Komoditas bahan pangan yang mengalami koreksi harga ke 

bawah antara lain cabai merah, daging ayam ras, dan telur. 

Sementara itu, komoditas beras, menjadi pendorong inflasi, 

Penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebanyak 

dua kali pada triwulan I 2015, memicu rendahnya inflasi untuk 

komoditas premium/solar dan angkutan dalam kota di beberapa 

daerah. 

Laju inflasi sedikit meningkat pada April 2015 terutama 

sebagai dampak lanjutan dari kenaikan harga BBM pada akhir 

Maret. Inflasi April 2015 tercatat sebesar 0,36% (mtm) atau 

6,79% (yoy), sedikit lebih tinggi daripada akhir triwulan I 2015 

sebesar 6,38%. Dorongan inflasi bersumber dari kelompok 

komoditas yang harganya diatur oleh pemerintah (administered 

prices) pasca kenaikan harga BBM (bensin dan solar) pada akhir 

Maret 2015 serta dampak lanjutannya terhadap kenaikan tarif 

angkutan dalam kota di sejumlah daerah dan sejumlah harga 

makanan jadi. Tekanan inflasi administered prices juga dipicu 
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oleh kenaikan harga LPG 12 kg dan tarif kereta api jarak 

menengah-jauh. Kenaikan inflasi yang lebih besar dapat dihindari 

karena terjadi koreksi ke bawah pada harga beras dan cabai 

merah, terkait masuknya masa panen di sejumlah sentra 

produksi. Faktor penahan inflasi lainnya adalah permintaan 

domestik yang melambat, harga komoditas global yang masih 

menurun, serta terjaganya ekspektasi inflasi. 

Tingginya inflasi kelompok disebabkan oleh berbagai 

kebijakan pemerintah terkait energi dan tarif angkutan yaitu 

melalui kenaikan tarif listrik, bahan bakar rumah tangga, tarif 

angkutan udara, tarif angkutan dalam kota dan BBM bersubsidi. 

Selain itu, adanya penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota 

yang efektif berlaku sejak 1 Januari 2015, meningkatnya 

konsumsi masyarakat khususnya pada saat perayaan Imlek di 

bulan Februari 2015 serta dampak lanjutan kebijakan mendorong 

kenaikan inflasi kelompok melalui kenaikan upah tukang bukan 

mandor, biaya sewa rumah, kenaikan harga mie, nasi dengan 

lauk dan mobil. Sementara itu, tekanan inflasi kelompok triwulan 

ini terutama melalui kenaikan harga sub kelompok padi-padian 

dan telur sebagai akibat bergesernya musim panen dan 

terganggunya produksi karena faktor cuaca.  

Inflasi tahunan yang lebih tinggi dari Jawa Timur terjadi di 

Kota Surabaya dan Kota Malang. Tingginya inflasi di daerah 

perkotaan didorong oleh minimnya produksi pangan di wilayah 

ini, sehingga memiliki ketergantungan tinggi pada wilayah lain. 

Selain itu, daya beli masyarakat perkotaan yang cenderung lebih 

tinggi berbanding lurus dengan konsumsi sehingga mendorong 

permintaan yang lebih tinggi. 
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Tabel 3.3 berikut menunjukkan perkembangan capaian 

kinerja indikator makro ekonomi Kota Batu tahun 2012-2014. 

Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Makro Kota Batu Tahun 2014 

 

No. Indikator Kinerja Satuan   2012   2013   2014   2014 
Capaian 
Kinerja 

(%) 

1 Pertumbuhan Ekonomi       

 Pertumbuhan Ekonomi % 8.25 8.20 8.02 8.03 100.12 

 
PDRB atas dasar harga 
konstan 

Rp.Jut
a 

1,674,982.52 1,809,253..00 1,954,355.40 1,954,594.00 100.01 

 
PDRB atas dasar harga 
berlaku 

Rp.Jut
a 

4,185,987.61 4,994,810.71 5,395,394..53 
5,786,520..0

0 
107.25 

2 
Share PDRB harga 
berlaku menurut lapangan 
usaha 

      

 Pertanian % 17.68 17.07 16.73 16.59 99.19 

 
Pertambangan dan 
penggalian 

% 0.20 0.20 0.19 0.19 101.68 

 Industri pengolahan % 6.49 6.24 6.18 6.07 98.25 

 Listrik, gas dan air bersih % 1.37 1.37 1.34 1.34 100.34 

 Bangunan % 2.13 2.70 2.40 2.57 107.25 

 
Perdagangan, hotel dan 
restoran 

% 49.28 48.44 49.53 48.94 98.82 

 
Pengangkutan dan 
komunikasi 

% 3.32 3.32 3.25 3.26 100.30 

 
Keuangan, persewaan dan 
jasa perusahaan 

% 3.94 3.85 3.86 3.79 98.19 

 Jasa-jasa % 15.82 16.81 16.64 17.23 103.53 

3 Pendapatan Perkapita Rp 8,606.18 9,189.39 7,500.00 9,234.97 123.13 

4 Pertumbuhan Investasi % 15.63 17.04 12.50 15.61 124.88 

 ICOR point 3.51 3.25 3.10 3.40 91.18 

 Tambahan Investasi 

APBD 
(Rp.jt) 

201,507.03 199,862.29 161,396.69 167,733.93 103.93 

Swasta 
(Rp.jt) 

246,352.27 236,517.70 348,749.21 326,424.49 93.60 

5 Koperasi dan UKM       

 Jumlah Koperasi unit 171 178 180 178 98.89 

 Persentase koperasi aktif % 72.10 72.82 73.56 70.22 95.47 

 
Jumlah UKM non BPR/LKM 
UKM 

unit 14,289 14,433 14,579 14,579 100.00 

 Jumlah BPR/LKM unit 10.00 10.00 10.00 10.00 100.00 

6 Sosial Budaya       

 Penduduk:       

 - Jumlah penduduk Orang 193,023 194,462 194,852 196,885 98.97 

 
-  Laju pertumbuhan 

penduduk 
% 0.7 0.75 1.22 1.17 104.27 

 
Penduduk bekerja dari 
angka kerja 

% 96.69 97.68 95.68 97.83 102.25 

 
Tingkat pengangguran 
terbuka 

% 3.41 2.32 4.32 2.17 50.23 

 Angka kemiskinan % 5.10 4.42 4.75 3.83 80.63 
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 PDRB per kapita 
ribuan 

Rp 
8,606.18 9,189.39 7,500.00 9,234.97 123.13 

 Angka harapan hidup Tahun 70.00 70.32 70.01 70.61 100.86 

 Indeks Daya Beli Point 66.73 67.69 66.94 67.63 101.03 

 
Indeks pembangunan 
manusia 

Point 75.42 76.09 75.77 76.34 100.76 

Sumber: Hasil Analisis, 2015 
 

 

3.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Kota Batu Tahun 

2016 

Melihat perkembangan perekonomian Kota Batu Tahun 2012-

2014, proyeksi perekonomian 2015 serta dampak krisis keuangan 

yang kemungkinan baru memasuki fase pemulihan serta tekanan 

inflasi akibat ketidakpastian harga bahan bakar minyak, maka 

tantangan dan prospek perekonomian daerah yang dihadapi pada 

Tahun 2016 adalah sebagai berikut: 

1) Tantangan Perekonomian Daerah Tahun 2016 

Pertumbuhan ekonomi yang didorong dengan stimulus APBD 

kepada sektor riil melalui belanja daerah secara langsung maupun 

tidak langsung diharapkan mampu menggerakkan semua sektor 

produksi, terutama pertanian dan perdagangan/pariwisata. Di 

samping itu, dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan 

sekaligus mendorong peningkatan perekonomian, bantuan langsung 

kepada masyarakat dalam rangka pemberdayaan ekonomi yang 

sudah berjalan masih diperlukan dan akan terus dilanjutkan, namun 

pemberian subsidi tersebut akan terus dievaluasi agar lebih tepat 

sasaran dan lebih selektif. Sementara itu, dalam rangka memenuhi 

kebutuhan yang penting dan mendesak, pengusulan bantuan baru 

dimungkinkan dengan memperhatikan bahwa pemberian subsidi 

merupakan pilihan kebijakan terbaik yang perlu dilakukan, 

memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, serta dengan 

mempertimbangkan keterbatasan dana pemerintah daerah. 
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Berdasarkan prediksi PDRB di atas maka diperkirakan 

stabilitas ekonomi di Kota Batu dalam tahun 2016 tetap dijaga 

meskipun dimungkinkan terjadinya perlambatan terkait dengan 

gejolak ketidakpastian ekonomi nasional, kenaikan harga dan 

regulasi BBM, dan tingkat inflasi. Perkembangan diharapkan terjadi 

dengan jumlah barang dan jasa yang secara fisik dihasilkan 

bertambah besar dibandingkan dengan tahun 2014 dan 2015. 

Pertumbuhan yang stagnan pada tahun 2015 dan sedikit melambat 

pada tahun 2016 (meskipun tetap tinggi) diharapkan mampu 

menumbuhkan sektor modern seperti perdagangan, akomodasi, 

pariwisata, jasa dan agrobisnis namun tetap harus dipastikan 

pertumbuhan juga terjadi di sektor-sektor dimana orang miskin 

bekerja. 

Berbagai tantangan yang masih dihadapi Kota Batu tahun 

2015 dan tahun 2016 yaitu: 

a. Pertumbuhan ekonomi yang cukup baik sebagian besar ditopang 

oleh faktor konsumsi masyarakat/swasta dan pemerintah yang 

masih terlihat melemah selaras dengan masih berlangsungnya 

gejolak eksternal. Sedangkan faktor investasi dan netto 

perdagangan di Kota Batu belum optimal dalam mendorong laju 

pertumbuhan yang lebih tinggi sebagaimana konsep interregional 

Mundell Fleming. Pertumbuhan di Kota Batu masih didominasi 

oleh faktor konsumsi sehingga jika faktor ini maksimum 

diperkirakan akan tergerus oleh laju inflasi. Inflasi di wilayah 

Malang Raya termasuk tertinggi ke dua setelah Kota Surabaya. 

Oleh sebab itu laju inflasi harus dikendalikan sehingga besarnya 

nilai PDRB ADHK akan signifikan mempengaruhi bergeraknya 

sektor ekonomi khususnya di sektor riil. Dalam hal ini, APBD Kota 

Batu diharapkan mampu berperan lebih besar untuk menstimulasi 
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perekonomian. Besaran kontribusi APBD Kota Batu terhadap 

pembentukan PDRB masih relatif kecil yakni tahun 2013 hanya 

sebesar 11,77% dan menjadi 12,12% pada tahun 2014. Kenaikan 

rasio ini menunjukkan hal yang kurang menguntungkan karena 

peran masyarakat di dalam membiayai pembangunan melambat. 

Diharapkan rasio ini menjadi 11,40% tahun 2015 dan 

diproyeksikan mencapai 11,91% pada tahun 2016.  Sampai saat 

ini komposisi APBD Kota Batu dianggap masih cukup baik  dengan 

prosentase belanja langsung/pembangunan sebesar 47,56% 

tahun 2014 dan diharapkan menjadi 58,25% tahun 2015. 

Komposisi tersebut diproyeksikan sedikit menurun menjadi 

56,96% tahun 2016 mengingat gejolak ekonomi makro dan risiko 

ketidakpastian di tahun depan. Kondisi ini akan terus dijaga dan 

ditingkatkan kualitasnya. 

b. Masih relatif lemahnya keterkaitan sektor pertanian dengan 

sektor-sektor lainnya, termasuk pariwisata dan industri 

pengolahan. Sektor pertanian masih menjadi salah satu sektor 

unggulan di dalam perekonomian Kota Batu yang diharapkan 

berkorelasi positif dengan sektor pariwisata. Namun ternyata 

sektor ini bukanlah menjadi penggerak utama perekonomian 

mengingat kontribusi sektoral dan pertumbuhannya yang 

cenderung melemah dari tahun ke tahun. Sementara sektor 

perdagangan, hotel dan restoran bergerak meningkat melebihi 

sektor lainnya pada perekonomian di Kota Batu. Untuk itu 

diperlukan sinergi dengan keterkaitan sektor unggulan dengan 

kontribusi tinggi dengan sektor lainnya yaitu pariwisata, 

perdagangan, dan UMKMK. Industri pangan olahan berbasis 

pertanian yang didominasi oleh UMKMK menjadi salah satu 

alternatif meningkatkan nilai tambah sektor pertanian sehingga 
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produksi dan produktivitasnya dapat ditingkatkan pada tahun 

2016. 

c. Relatif tingginya konsentrasi pembangunan di wilayah perkotaan 

yang menyebabkan tingginya kompetisi penggunaan sumberdaya 

non-tenaga kerja di kawasan tersebut. Lapangan kerja di 

perkotaan masih menjadi daya tarik tenaga kerja dari pelosok 

wilayah perdesaan di Kota Batu. Untuk itu menstimulasi 

pembangunan perdesaan dapat mendorong perekonomian dan 

daya tarik tenaga kerja lokal di kawasan perdesaan. 

d. Pertumbuhan ekonomi masih menghadapi tantangan berat di 

tahun depan (2016) yang dikarenakan angka kemiskinan dan 

tingkat pengangguran terbuka (TPT) dikhawatirkan meningkat / 

belum stabil dan rentan terhadap pengaruh eksternal, sehingga 

pertumbuhan ekonomi masih belum cukup inklusif apalagi 

optimal. Korelasi antara laju pertumbuhan ekonomi dengan 

jumlah dan tingkat kemiskinan dan pengangguran selama 

periode 7 tahun terakhir masih rendah yakni masing-masing r=(-

0,581) dan r=(-0,268). Hal ini menunjukkan masih renggangnya 

keterkaitan antara laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan 

pengentasan kemiskinan dan pengangguran di Kota Batu yang 

terindikasi dari konstanta pendapatan per kapita masyarakat Kota 

Batu. Kenyataan ini sangat dirasakan terutama terlihat dari masih 

tetap persistennya kemiskinan dan TPT sehingga pertumbuhan 

ekonomi yang terjadi belum dirasakan manfaatnya bagi 

masyarakat kelas bawah khususnya di wilayah perdesaan. Salah 

satu buktinya adalah belum selaras dan terdistribusikannya 

secara merata pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan 

pendapatan per kapita penduduk. Kualitas pertumbuhan ekonomi 
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Kota Batu perlu lebih ditingkatkan kualitas dan inklusifitasnya di 

masa mendatang sehingga lebih Pro Poor dan Pro Job. 

Berbgai proyeksi telah dilakukan menyangkut permasalahan 

tersebut. Proyeksi-proyeksi tersebut membawa implikasi terhadap 

perubahan penduduk miskin. Berdasarkan penelitian kondisi 

perekonomian Kota Batu sampai dengan tahun 2015, dapat 

disimpulkan antara lain: 

a. Kenaikan PDRB ADHK Kota Batu sebesar 1% atau sekitar Rp.16 

milyar  rupiah akan mengurangi atau menurunkan jumlah orang 

miskin hanya sekitar 2,01% atau 434 orang (sekitar 119 KK). Jika 

kondisi ini terjadi, maka diperkirakan PDRB ADHK Kota Batu 

sebesar Rp.1,75 triliun atau meningkat Rp.116,15 miliar dari 

tahun sebelumnya diperkirakan akan menurunkan jumlah orang 

miskin sejumlah 3.088 orang atau sekitar 851 KK. 

b. Peningkatan inflasi sebesar 1 unit (persen per tahun) di Kota Batu 

menyebabkan meningkatnya jumlah orang miskin sebesar 

sebesar 3,49% atau 754 orang yang setara dengan 208 KK. Pada 

tahun 2015 diperkirakan inflasi berada pada kisaran 6,75% dan 

menurun tipis menjadi sekitar 6,50% persen tahun 2016. Dengan 

demikian diprediksi jumlah penduduk miskin akan berkurang 

pada tahun 2016 meskipun tidak signifikan. Pada tahun 

sebelumnya (2015) jumlah penduduk hampir miskin diprakirakan 

meningkat karena adanya penurunan daya beli serta masih 

lemahnya tingkat konsumsi swasta dan pemerintah. 

c. Peningkatan inflasi satu persen yang menyebabkan peningkatan 

penduduk miskin (3,49%) adalah lebih besar/tinggi dibanding 

penurunan penduduk miskin yang diakibatkan oleh meningkatnya 

pertumbuhan ekonomi (2,01%) pada level yang sama. Hal ini 

mengindikasikan bahwa tingkat inflasi masih amat berpengaruh 
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terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kota Batu 

sehingga sedapat mungkin harus dikendalikan. Terkait dengan 

hal ini, rencana pemerintah pusat untuk menaikkan harga BBM 

serta masih terjadinya anomali musim dikhawatirkan akan 

memicu peningkatan inflasi yang pada gilirannya akan 

menggerus pertumbuhan ekonomi menjadi kurang dan / atau 

tidak berkualitas yang selanjutnya mendorong bertambahnya 

masyarakat miskin dan hampir miskin. 

d. Berdasarkan prediksi di atas, maka perbaikan kondisi ekonomi 

makro di Kota Batu akan berdampak menurunkan penduduk 

miskin sebesar 863 orang atau setara dengan 211 KK. Oleh sebab 

itu jika asumsi tersebut berjalan dan dapat dilaksanakan, maka 

akan berdampak cukup signifikan sebab diproyeksikan penduduk 

miskin di Kota Batu menurun  3.088 jiwa, dari tahun 2015 sebesar 

21.609 jiwa menjadi 18.522 jiwa pada tahun 2016 atau 

jumlahnya menurun sebesar 14,29%. Untuk itu diperlukan 

intervensi secara khusus yang melibatkan seluruh stakeholders 

guna penurunan angka kemiskinan di Kota Batu tersebut. 

Peningkatan keunggulan kompetitif dan ketahanan ekonomi Kota 

Batu sudah saatnya mendapatkan perhatian lebih besar. 

e. Di sisi lain, penurunan TPT sebesar 1,0% di Kota Batu 

diproyeksikan akan mampu menurunkan jumlah penduduk miskin 

sebesar 6,64% atau sekitar 1.436 jiwa. Jadi apabila pada tahun 

2016 diproyeksikan TPT menurun menjadi 4,13%, maka 

diharapkan mampu mengurangi jumlah orang miskin sebesar 

6,31% atau setara dengan 1.364 jiwa. Melihat kecenderungan ini, 

maka program-program yang terkait dengan ketenagakerjaan 

dan penciptaan peluang kerja perlu mendapatkan perhatian yang 

serius. Selain itu, upaya-upaya untuk menarik investasi 
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khususnya yang terkait dengan sektor pertanian, pariwisata, dan 

UMKMK juga perlu terus ditingkatkan. 

Memperhatikan kondisi di atas, maka pada tahun 2016, 

diperkirakan perekonomian Kota Batu masih cukup mampu 

menghadapi sejumlah tantangan akibat dari pengaruh lingkungan 

perekonomian global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir 

serta masih adanya ketidakpastian dan volatilitas perekonomian 

nasional. Tantangan yang diperkirakan masih akan dihadapi adalah: 

a) Menjaga dan/atau mempertahankan tingkat pertumbuhan 

ekonomi daerah serta meningkatkan kualitasnya dengan 

mengembangkan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dominan, 

yang bertumpu pada peran ekonomi, kesehatan dan pendidikan. 

Pertumbuhan ekonomi dengan percepatan yang lebih tinggi, 

terjaganya stabilitas ekonomi makro. Dengan pembenahan yang 

sungguh-sungguh pada sektor riil, diharapkan akan dapat 

mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan 

kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan 

tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan. Dalam hal ini 

diperlukan strategi kebijakan yang tepat dengan menempatkan 

prioritas pengembangan pada sektor-sektor yang mempunyai 

efek pengganda tinggi dalam menciptakan kesempatan kerja. 

b) Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi daerah yang 

inklusif dan berkeadilan terutama dengan mengutamakan 

pengembangan sektor uasaha mikro kecil menengah dan 

koperasi (UMKMK) agrobisnis dan pariwisata sehingga 

diharapkan laju pertumbuhan ekonomi lebih pro poor dan pro 

job, sekaligus pro environment sebagaimana dicanangkan oleh 

pemerintah provinsi Jawa Timur maupun nasional. 
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c) Menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif merupakan 

tantangan yang cukup berat karena ini menyangkut beberapa 

peraturan baik tingkat pusat maupun daerah. Perbaikan iklim 

investasi perlu dilakukan pemerintah daerah dengan mensikapi 

atas perbaikan di bidang peraturan perundang-undangan di 

daerah, perbaikan pelayanan, dan penyederhanaan birokrasi. 

d) Menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas. Hal ini 

merupakan prasyarat agar dapat mencapai tingkat pertumbuhan 

ekonomi tinggi dan berkelanjutan (sustainable). Ketersediaan 

infrastruktur yang tidak memadai akan menjadi kendala bagi 

masuknya investasi. Hal ini sejalan dengan laporan Bank Dunia 

yang dirilis sejak tahun 2011 mengenai kendala perekonomian di 

wilayah Jawa Timur pada umumnya. 

e) Meningkatkan daya saing perdagangan dan ekspor daerah, 

untuk mencapai peningkatan pertumbuhan nilai ekspor. Ekspor 

komoditi Kota Batu sangat sedikit kandungan impor input 

produksinya karena berbasis produk agro. Pertumbuhan ekspor 

akan secara signifikan mempengaruhi keberlangsungan usaha 

dan perekonomian daerah sehingga dapat mempertahankan 

ketersediaan lapangan kerja bahkan mungkin dapat menambah 

lapangan kerja. 

f) Meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara 

pemerintah, masyarakat dan swasta (public-private partnership). 

Tantangan ini menjadi cukup penting karena terbatasnya sumber 

daya pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama 

terkait dengan efisiensi pembiayaan investasi dan penyediaan 

infrastruktur yang bervariasi dan berkualitas. 

g) Meningkatkan pelayanan dan penyediaan fasilitas ekonomi 

seperti pasar dan kawasan khusus PKL serta kelengkapan 
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fasilitas agro complex secara memadai bagi pelaku ekonomi dan 

masyarakat luas untuk mendukung kegiatan bisnis di Kota Batu, 

di samping menciptakan lapangan kerja. 

h) Mengembangkan program-program bagi perusahaan yang 

berskala mikro dengan menyediakan modal umpan (seed capital) 

melalui pendekatan pemberian pinjaman kelompok (a group 

lending approach) dalam rangka membangun modal sosial 

kolektif serta meningkatkan kepemilikan dan pembentukan 

modal lokal di Kota Batu. 

i) Memfasilitasi pengembangan koperasi di berbagai bidang dan 

lokasi usaha di Kota Batu sebagai bentuk bisnis yang dimiliki dan 

dikelola bersama-sama oleh pekerja untuk meningkatkan 

kemampuan menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan 

melalui sumber daya bersama. 

j) Membangun promosi bersama (joint marketing) dalam 

memasarkan potensi daerah dengan melalui kerjasama 

pemerintah dengan pemerintah, dan pemerintah dengan swasta 

serta masyarakat. 

 

3.2.1 Prospek Ekonomi Tahun 2016 

Pada triwulan II 2015, berbagai indikator mengindikasikan 

bahwa kinerja perekonomian di seluruh wilayah berpotensi membaik. 

Perbaikan ekonomi terutama didorong oleh membaiknya 

permintaan, baik domestik maupun eksternal, terutama terkait 

dengan komoditas makanan dan minuman, tekstil dan produk tekstil, 

kimia, serta baja. Dorongan pertumbuhan ekonomi berasal dari 

peningkatan konsumsi swasta dan peningkatan realisasi belanja 

pemerintah, baik untuk belanja barang dan jasa, maupun belanja 

barang modal. Meningkatnya permintaan swasta tersebut, kemudian 
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direspons oleh sektor industri melalui peningkatan produksi barang 

dan jasa. Sementara itu, semakin meningkatnya penyerapan 

anggaran pemerintah berpotensi mendorong kegiatan di sektor 

infrastruktur, yang mencerminkan meningkatnya kegiatan investasi, 

terutama investasi bangunan.  

Pertumbuhan ekonomi nasional untuk keseluruhan tahun 

2015 diprakirakan membaik dibandingkan dengan tahun 2014. 

Pertumbuhan ekonomi diprakirakan berada di kisaran 5,0%-5,4%, 

membaik terbatas dari realisasi pertumbuhan tahun 2014 yang 

tercatat sebesar 5,2%. Meningkatnya kegiatan konsumsi dan 

investasi menjadi penopang membaiknya kinerja ekonomi. Belanja 

pemerintah yang mulai meningkat sejak triwulan II 2015 menjadi 

stimulus penggerak kegiatan ekonomi, terutama investasi. Sejalan 

dengan hal tersebut, optimisme dunia usaha diprediksi membaik 

sehingga mendorong ekspansi usaha. Selain itu, harapan akan 

membaiknya perekonomian global, terutama ekonomi negara-

negara maju, berpotensi menciptakan peluang ekspor. Geliat yang 

terjadi di dunia usaha akan berdampak positif pada membaiknya 

pendapatan masyarakat, sehingga daya beli membaik. Lebih lanjut 

perbaikan daya beli akan mendorong kegiatan konsumsi. Sebagai 

cerminan dan meningkatnya investasi, kegiatan impor juga 

diprakirakan akan meningkat, terutama untuk impor bahan baku dan 

barang modal. Perbaikan ekonomi makro tahun 2015dan tahun 2016 

akan ditopang oleh perbaikan di sektor pertanian, industri, 

infrastruktur, dan perdagangan, sejalan dengan perbaikan di sisi 

permintaan.  

Ke depan, dalam perspektif yang lebih panjang, masih 

terdapat optimisme berlanjutnya perbaikan kinerja perekonomian 

nasional. Langkah strategis pemerintah untuk menempuh beberapa 
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agenda pembangunan, sebagaimana tertuang dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019 Pemerintah Pusat, 

diharapkan dapat menjawab berbagai tantangan dalam memperkuat 

fondasi ekonomi nasional. Salah satu agenda prioritas (Nawa Cita) 

pemerintah adalah mewujudkan kemandirian ekonomi dengan 

menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Salah satu 

cerminan kemandirian ekonomi nasional adalah terwujudnya 

kedaulatan pangan. Peningkatan kedaulatan pangan diterjemahkan 

menjadi langkah-langkah holistik untuk meningkatkan produksi, 

meningkatkan kesejahteraan pelaku, stabilnya harga pangan dengan 

kualitas yang terjamin, aman dan bergizi. 

Upaya mencapai kedaulatan pangan, khususnya melalui 

peningkatan produksi dan produktivitas, perlu mendapat dukungan 

baik di level pusat maupun daerah. Salah satu upaya dalam 

mendorong produksi dan produktivitas pangan adalah tersedianya 

infrastruktur pertanian yang memadai. Pembangunan infrastruktur 

yang saat ini diperlukan antara lain berupa perbaikan dan 

pembangunan infrastruktur pengairan, seperti waduk dan saluran 

irigasi, serta pembangunan jalan yang menghubungkan sentra 

produksi kepada konsumen akhir. Untuk mewujudkan ketersediaan 

infrastruktur tersebut, dukungan dan koordinasi antara instansi yang 

membidangi pembangunan fisik serta pemerintah daerah melalui 

dukungan kebijakan yang mempermudah implementasi 

pembangunan tersebut, mutlak diperlukan. Selain pembangunan 

infrastruktur, peningkatan produksi dan produktivitas pertanian juga 

memerlukan dukungan penyediaan teknologi dan sarana produksi, 

serta sumber daya manusia yang baik. Hal ini juga hanya dapat 

terwujud melalui dukungan banyak pihak, yaitu masyarakat, 

pemerintah dan pelaku usaha, dari tingkat pusat hingga daerah. 
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Dari sisi harga, tekanan inflasi pada triwulan II 2015 

diprakirakan akan sedikit meningkat. Inflasi yang lebih tinggi 

terutama dipicu oleh faktor musiman meningkatnya permintaan, 

sejalan dengan masuknya bulan Ramadhan serta masa libur tahun 

ajaran baru yang akan mendorong naiknya aktivitas konsumsi 

masyarakat. Penyesuaian harga diprakirakan terjadi pada kelompok 

makanan (aneka daging, bumbu, dan beras). Meningkatnya 

permintaan bahan pangan tersebut berpotensi memicu shortage 

pasokan pangan antardaerah. Dengan demikian, tekanan inflasi dari 

sisi pangan diprakirakan cukup merata terjadi di seluruh wilayah. 

Sementara itu, mobilitas masyarakat yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan triwulan sebelumnya berpotensi direspons 

dengan penyesuaian tarif berbagai moda angkutan seperti tarif 

angkutan antarkota dan angkutan udara. Selain faktor permintaan, 

kebijakan Pemerintah terkait rencana kenaikan tarif listrik per 1 Mei 

2015, akan turut manambah tekanan inflasi, di samping dampak 

lanjutan dari kebijakan energi sebelumnya (kenaikan LPG). Faktor 

lain, yang diprakirakan berpotensi mendorong kenaikan inflasi dalam 

jangka pendek adalah berlanjutnya depresiasi rupiah, yang akan 

meningkatkan inflasi melalui jalur impor. 

Kendati demikian, inflasi sepanjang tahun 2015 diprakirakan 

tetap terkendali hingga akhir tahun, sehingga masih berada dalam 

kisaran sasaran inflasi nasional sebesar 4%±1%. Berbagai upaya 

pengendalian inflasi serta koordinasi yang semakin kuat dengan 

pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, diyakini akan 

mampu membawa pergerakan inflasi ke level yang lebih rendah. 

Optimisme terhadap kemampuan mengendalikan inflasi daerah 

tersebut ditopang oleh upaya Tim Pengendalian Inflasi Daerah 

(TPID) dalam merumuskan arah kebijakan untuk menjaga stabilitas 
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harga, baik kebijakan jangka pendek (musiman) maupun yang lebih 

berjangka panjang (struktural). Dengan adanya perencanaan 

pengendalian inflasi yang lebih baik, diharapkan ketersediaan 

pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi terhadap 

barang-barang kebutuhan masyarakat, terutama pangan, dapat 

terwujud. Selain itu, pemberian informasi kepada masyarakat 

tentang upaya yang akan ditempuh pemerintah dalam menjaga 

kestabilan harga dan ketersediaan pangan merupakan strategi 

komunikasi yang efektif untuk menjaga ekspektasi harga 

masyarakat.  

 

3.2.2 Proyeksi Ekonomi Kota Batu Tahun 2016 

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Kota Batu Tahun 2012-2017, ditetapkan target 

pertumbuhan ekonomi Kota Batu pada tahun 2015 adalah 8,03% 

dan sedikit melambat menjadi 7,8% tahun 2016. Pertumbuhan 

optimis yang dapat tercapai dan diperkirakan mencapai >7,0%, 

mengingat kondisi eksternal (global) dan internal, baik nasional 

maupun regional masih cukup fluktuatif dan masih mengadung 

ketidakpastian. Selain itu, sektor riil di seluruh wilayah provinsi Jawa 

Timur pada umumnya mulai tampak terus menggeliat pada paruh 

semester kedua tahun 2015. 

1) Lingkungan eksternal (Global) 

Pertama, masih kondusifnya perekonomian dunia yang diawali 

dengan membaiknya perekonomian Amerika meskipun tidak 

dapat dipungkiri bahwa krisis Eropa terutama di Yunani dan 

Perancis terus membayangi. Seperti diketahui bahwa Amerika 

merupakan negara tujuan ekspor terbesar ketiga setelah Jepang 

dan Malaysia. Dengan membaiknya perekonomian Amerika, 
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diharapkan arus barang ke Amerika semakin meningkat dan 

posisi Amerika sebagai tujuan ekspor produk-produk Jawa Timur 

akan menggeser posisi Malaysia. Di sisi lain, Jepang terlihat mulai 

pulih semenjak terkena bencana Tsunami tahun lalu. 

Kedua, diberlakukannya perdagangan bebas antara ASEAN dan 

China/ ASEAN - China Free Trade Agreement (AC-FTA). Hal ini 

akan sangat mempengaruhi kinerja perekonomian Jawa Timur. 

Untuk itu diperlukan upaya keterlibatan Jawa Timur dalam hal 

kerjasama ekonomi di kawasan-kawasan tersebut. Pada saat ini 

mulai banyak dijalin kerjasama antara Indonesia dengan Cina. 

Ketiga, terjadinya krisis di Yunani yang memungkinkan untuk 

menimbulkan efek domino bagi negara-negara anggota 

komunitas tunggal Eropa sehingga mempengaruhi kinerja 

ekonomi negara-negara berkembang. 

Ke empat,  terjadinya gejolak dan krisis di wilayah Timur Tengah 

dan dunia Arab yang dikhawatirkan menciptakan gejolak harga 

khususnya BBM di dalam maupun luar negeri. 

Ke lima, adanya depresiasi nilai Yuan di Tiongkok dan Dong di 

Vietnam serta gejolak politik di Malaysia yang dikhawatirkan 

berimbas pada perekonoian nasional. 

Ke enam, adanya penurunan suku bunga oleh Bank Sentral 

Amerika Serikat (The Fed) 

 

2) Lingkungan Internal (Nasional) 

Pertama, mulai terlihatnya geliat ekonomi makro nasional 

meskipun dewasa ini diwarnai dengan volatilitas laju inflasi, nilai 

tukar rupiah, dan suku bunga komersial akibat efek domino dari 

krisis Eropa, Timur Tengah, dan Malaysia. Hal ini dikhawatirkan 

akan mengganggu percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. 
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Di sisi lain masyarakat akan menghadapi ketidakpastian 

harga BBM sebagai dampak dari gejolak produksi minyak dunia. 

Meskipun tidak diharapkan, kondisi tersebut tetap harus dihadapi. 

Ketika harga BBM naik, maka seluruh harga-harga akan ikut naik, 

inflasi akan meningkat, dan pada gilirannya daya beli masyarakat 

akan menurun. Beberapa isu yang patut dipertimbangkan, yakni: 

a. Telah terjadi penurunan harga minyak mentah dunia atau 

Indonesian Crude Price (ICP). Dari Awal ditetapkan sebesar 

US$ 70 per barel, namun Realisasinya pada januari-februari 

2015 mencapai di bawah US$ 60 per barel dan dalam APBN-

Perubahan diubah US$ 60 per barel.  

b. Target lifting minyak dalam APBN ditetapkan 849 ribu barel 

per hari diubah menjadi 825 ribu bph sedangkan lifting gas 

1.221 bph. 

c. Kondisi perekonomian dunia menyebabkan perubahan 

asumsi pertumbuhan ekonomi nasional. Ekonomi dunia 

sedang mengalami perlambatan, ekspor Nasional juga 

sedang sulit, dan membuat target Pertumbuhan ekonomi 

yang awalnya ditetapkan 5,8 Persen diubah menjadi 5,7 

persen. 

d. Laju inflasi, pada APBN 2016 ditetapkan 4 ± 1%. 

e. Nilai tukar rupiah dari awal berkisar Rp. 12.150 per dolar saat 

ini sudah berada pada di atas Rp. 13.763 per dolar AS. Dan 

f. Suku bunga acuan, dalam APBN yang semula ditetapkan 5 

persen berubah menjadi 6,2 persen. 

g. Suku bunga primer Bank Indonesia ditetapkan masih cukup 

tinggi yakni 7,5%. Rate yang tinggi ini dimaksudkan untuk 

meredam tingkat inflasi namun dikhawatirkan akan 



Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016 

 

 Bab III hal 137 

 

memperketat kondisi moneter sehingga mengganggu 

investasi. 

Untuk itu tidak ada jalan lain, kecuali harus berusaha lebih 

fokus, bekerja lebih keras, dan mencari solusi lebih konkret untuk 

memperkuat daya beli Masyarakat dan meningkatkan investasi.  

APBD Kota Batu yang besarnya hanya 11,91 persen PDRB tahun 

2016, diharapkan dapat menjadi stimulus guna menjaga 

kesinambungan bergeraknya ekonomi dan mempertahankan 

serta diupayakan menghasilkan pengurangan jumlah dan/atau 

tingkat kemiskinan serta pengangguran. 

Kondisi tersebut menunjukkan betapa tantangan pada 

tahun 2015 dan 2016 yang akan dihadapi terasa cukup berat. 

Ke dua, Tingginya komitmen pemerintah pusat terhadap 

pemberdayaan sektor riil dan UMKM serta penanggulangan 

kemiskinan dan pengganguran.  

Ke tiga, Belum tuntas dan berhasilnya pelaksanaan komitmen 

pemerintah pusat terhadap pemberantasan korupsi, kolusi dan 

nepotisme. 

Ke empat, Semakin meningkatnya ruang gerak fiskal dari 

Pemerintah Pusat akan mendorong meningkatnya potensi 

penerimaan Pemerintah Daerah yang bersumber dari dana 

perimbangan, sehingga kapasitas pembiayaan untuk 

pembangunan daerah semakin meningkat. 

Ke lima, Kebijakan pengalihan belanja kurang produktif ke 

belanja yang lebih produktif dalam rangka mempercepat 

pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan. Kebijakan 

tersebut antara lain ditempuh melalui efisiensi belanja subsidi 

dengan tidak memberikan subsidi untuk BBM jenis premium, 

subsidi tetap (fixed subsidy) untuk BBM jenis minyak solar, dan 
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tetap memberikan subsidi untuk BBM jenis minyak tanah. 

Kebijakan tersebut selain bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan Pemerintah dalam mendanai program/kegiatan 

yang lebih produktif, juga dimaksudkan untuk mewujudkan APBN 

yang lebih sehat dengan meminimalkan kerentanan fiskal dari 

faktor eksternal seperti fluktuasi harga minyak mentah dunia dan 

nilai tukar rupiah. 

Ke enam,  kebijakan pendapatan perpajakan antara lain: (1) 

upaya optimasi pendapatan tanpa mengganggu perkembangan 

investasi dan dunia usaha; (2) melanjutkan kebijakan reformasi 

di bidang administrasi perpajakan, pengawasan dan penggalian 

potensi, dan perbaikan peraturan perundang-undangan; dan (3) 

memberikan insentif perpajakan dalam bentuk pajak dan bea 

masuk ditanggung Pemerintah bagi sektor-sektor tertentu. 

Selanjutnya, kebijakan pendapatan negara bukan pajak (PNBP), 

antara lain: (1) menahan turunnya lifting minyak bumi yang 

disebabkan oleh natural decline dan upaya penemuan cadangan 

minyak baru; (2) pendapatan SDA nonmigas, PNBP lainnya dan 

BLU diproyeksi sesuai dengan asumsi dasar ekonomi makro dan 

besaran tarif; dan (3) bagian Pemerintahatas laba BUMN 

mengakomodasi kebijakan pembangunan infrastruktur 

pemerintah. 

Ke tujuh, perubahan kebijakan dalam APBNP tahun 2015 antara 

lain: (1) upaya peningkatan efisiensi Belanja Pemerintah Pusat 

termasuk melalui penataan struktur belanja dengan mengurangi 

belanja kurang produktif dan mengalihkannya ke belanja yang 

lebih produktif dan penataan struktur Kementerian 

Negara/Lembaga Kabinet Kerja; (2) perubahan kebijakan untuk 

mengakomodasi program-program inisiatif baru sebagai 
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penjabaran dan implementasi visi dan misi pemerintahan baru 

hasil Pemilu 2014, yang tertuang dalam konsep Nawacita dan 

Trisakti; dan (3) perubahan termasuk pergeseran alokasi Belanja 

Negara yang dimungkinkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 

2014 tentang APBN Tahun 2015. 

Ke delapan, kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk belanja 

Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada dasarnya tetap mengacu 

pada APBN tahun 2015 dengan beberapa penyesuaian untuk 

mengakomodasi perkembangan asumsi dasar ekonomi makro 

dan menyelaraskan dengan visi, misi, dan prioritas pembangunan 

Kabinet Kerja. Selain itu, dalam rangka memenuhi amanat 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, akan 

dialokasikan tambahan Dana Desa dalam APBNP tahun 2015 

untuk mendukung pelaksanaan pembangunan desa dan 

pemberdayaan masyarakat. 

Ke sembilan, di bidang pembiayaan anggaran, kebijakan 

Pemerintah dalam APBNP tahun 2015 tetap mengacu pada APBN 

tahun 2015 dan 2016, dengan beberapa penyesuaian 

mengakomodasi perkembangan asumsi dasar ekonomi makro 

dan mendukung terwujudnya agenda prioritas nasional 

(Nawacita). Program prioritas yang mendapat dukungan dari 

pembiayaan anggaran antara lain: (1) pembangunan maritim; (2) 

peningkatan kedaulatan pangan; (3) pembangunan infrastruktur 

dan konektivitas; (4) pembangunan industri pertahanan dan 

keamanan; dan (5) meningkatkan kemandirian ekonomi nasional. 

Dukungan pembiayaan anggaran tersebut berupa tambahan PMN 

kepada BUMN yang digunakan untuk investasi dan sekaligus 

memperkuat permodalan sehingga dapat me-leverage 

kemampuan pendanaan BUMN terkait. Selanjutnya, BUMN 
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sebagai agent of development dapat berperan lebih aktif dalam 

mendukung terwujudnya Nawacita. 

Ke sepuluh, APBNP tahun 2015 serta RKP Pusat tahun 2016 juga 

mengakomodasi perubahan anggaran pendidikan sejalan dengan 

perubahan volume belanja negara. Perubahan tersebut agar 

dapat memenuhi amanat pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar 

1945 Amendemen ke-4 dengan tetap menjaga kesinambungan 

fiskal. Anggaran pendidikan dalam APBNP tahun 2015 tersebut 

juga memperhitungkan adanya kebijakan penambahan cakupan 

peserta Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk mendukung program 

wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pendidikan menengah 

universal (wajib belajar 12 tahun). 

 

3) Lingkungan Internal (Regional dan Lokal)  

Pertama: Tingginya komitmen pemerintah provinsi terhadap 

pemberdayaan sektor riil dan UMKM serta penanggulangan 

kemiskinan dan pengangguran sehingga bisa meningkatkan 

partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi yang pada 

akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur 

dan Khususnya Kota Batu yang berkualitas. 

Ke dua: Membaiknya kondisi makro ekonomi Kota Batu dengan 

tingkat inflasi regional  yang masih terkendali, hal ini ditandai 

dengan masih relatif terkendalinya stabilitas harga-harga di Kota 

Batu.  

Ketiga: Intermediasi sektor perbankan untuk bisa lebih 

mendorong percepatan ekonomi daerah. Hal ini ditandai dengan 

tingkat penyaluran kredit perbankan di Kota Batu yang 

menunjukkan perkembangan cukup signifikan.  
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Keempat: Seperti halnya perekonomian nasional, perekonomian 

Kota Batu juga dicirikan dengan makin menurunnya kontribusi 

sektor-sektor primer yang disertai makin meningkatnya kontribusi 

sektor sekunder dan tersier dalam pembentukan PDRB, yang 

pada akhirnya mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota 

Batu. 

Ke lima, komitmen untuk melaksanakan pembangunan ekonomi 

yang inklusif dan berkeadilan untuk menurunkan jumlah dan 

tingkat kemiskinan dan pengangguran. 

Ke enam, masih terbatasnya kemampuan fiskal daerah yang 

ditunjukkan oleh masih rendahnya Koefisien Fiskal Daerah (KFD) 

Kota Batu yang berada di kuadran II sehingga belum menjadikan 

prioritas utama bagi pemerintah pusat dan provinsi. 

Melalui berbagai asumsi dan pertimbangan di atas, maka 

disusun skenario pembangunan ekonomi Kota Batu tahun 2016 

dengan memasukkan variabel-variabel penting seperti besarnya 

Incremental Capital Output Ratio (ICOR), Jumlah dan Laju 

Pertumbuhan Penduduk, Incremental Labor Output Ratio (ILOR), 

Skenario Investasi Pemerintah dan Swasta serta tetap 

mempertimbangkan kemampuan daya dukung fiskal daerah, 

seperti terlihat pada tabel 3.6 berikut. 
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Tabel 3.6 Skenario Pembangunan Ekonomi Kota Batu Tahun 2016 

Indikator Tahun 
BATU JATIM  

LPE PCI ADHB LPE PCI ADHB  

 2009 6.20 - 5.42 18.57  

 2010 6.52 17.17 7.20 20.77  

 2011 6.60 19.48 7.12 23.32  

 2012 7.26 21.91 7.27 26.22  

 2013 7.28 25.96 6.08   

 2014 6.93 29.76 5.86   

 2015 6.95 33.51 5.25   

 2016 7.2 37.92    

       

  PDRB ADHK ADHB PCI ADHK   

 2008 1,244,946.54 2,524,551.63 6.63   

 2009 1,331,992.60 2,851,689.98 7.03   

 2010 1,432,193.90 3,255,765.03 7.55   

ICOR 2011 1,547,387.28 3,697,778.68 8.10   

dK/dY 2012 1,674,982.52 4,185,987.61 8.71   

3.4 2013 1,809,253.29 4,994,810.71 9.30   

 2014 1,954,594.00 5,786,520.00 9.93   

 2015 2,111,547.90 6,596,632.80 10.72   

 2016 2,276,248.63 7,467,388.33 11.56   

       

  
INVESTASI 

(TAMBAHAN) 
  Pemkot Swasta 

 2009 295,956.60   196,959.82 98,996.78 

 2010 340,684.41  15.11% 179,522.33 161,162.08 

 2011 391,657.49  14.96% 196,192.26 195,465.22 

 2012 433,823.82  10.77% 203,241.47 230,582.36 

 2013 456,520.61  5.23% 195,676.20 260,844.41 

 2014 494,158.42  8.24% 167,733.93 326,424.49 

 2015 533,643.25  7.99% 142,360.65 391,282.61 

3.86 2016 635,744.84  19.13% 311,750.47 323,994.37 

       

 PENDUDUK 

 LPP 0.75  2007 185,986 0.68% 

 KK 50,228 3.7863 2008 187,813  

 2010 190,176 1.0075 2009 189,604  

 2011 191,594 1.0075 2010 189,793  

 2012 193,023 1.0075 2011 191,083.59  

 2013 194,462 1.0125 2012 192,382.96  

 2014 196,885 1.00 2013 194,462  

 2015 196,908  2014 196,885  

 2016 196,931  2015 196,908  

    2016 196,931  

ILOR TENAGA KERJA 

dL/dY       

0.02 2011 8,840   241952.16  

 2012 9,764   (74,218.23)  

 2013 16,176     
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 2014 15,834     

 2015 16,202     

 2016 17,415     

Sumber: Hasil Analisis, 2015 

Pada tahun 2016 besarnya PDRB ADHK Kota Batu 

diperkirakan Rp. 1.631,29 milyar yang berarti mengalami laju 

pertumbuhan ekonomi (LPE) sebesar 7,80%. Hal ini lebih rendah 

dari target yang ditetapkan dalam RPJMD 2012-2017 Kota Batu 

mengingat masih dimungkinkan pada tahun 2015 dan 2016 

masih terjadi volatilitas dan ketidakpastian perekonomian.  

 

 

Gambar 3.4 

PDRB ADHK

Rp.1.747.437 
Jt

ILOR

0,03

ICOR

3,1

 

Dengan besaran penduduk 199.039 jiwa, maka 

pendapatan per kapita ADHB masyarakat Kota Batu tahun 2016 

diperkirakan mencapai sebesar Rp.37,52 juta. Angka pendapatan 

per kapita Kota Batu masih diproyeksikan lebih rendah dari rata-

rata provinsi Jawa Timur pada saat yang sama sebesar Rp.26,22 

juta 

Tahun 2016 LPE Kota Batu sebagaimana ditargetkan 

pemerintah Kota Batu adalah sebesar 6,95 – 7,2 % seperti terlihat 

pada Gambar 3.4. Untuk mencapai hal ini, maka PDRB ADHB 

diproyeksikan sebesar Rp.7.467,39 milyar dan PDRB ADHK 
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sebesar Rp. 2.281,32 milyar dengan asumsi tingkat inflasi 

moderat berkisar 6,0-8,0%. Dengan laju petumbuhan penduduk 

(LPP) diasumsikan sebesar 0,75%-1,17% p.a. (selama 5 tahun 

terakhir), maka besarnya pendapatan per kapita diproyeksikan 

sebesar Rp.11,46 juta ADHK. Dengan ICOR 3,86 dan ILOR 0,02, 

maka untuk mencapai target tersebut diperlukan tambahan 

pebentukan modal dan/atau investasi setidaknya sebesar Rp. 

635,74 milyar pada tahun 2016. Berdasarkan kondisi historis 

serta mempertimbangkan target pertumbuhan investasi pada 

RPJMD, maka proyeksi belanja langsung APBD Kota Batu tahun 

2016 diharapkan tidak kurang dari Rp.311,7 milyar dengan 

didukung investasi dari pihak swasta setidaknya sebesar Rp. 

323,99 milyar dengan komposisi >50,0%. 

Dengan skenario sebagaimana tersebut di atas diharapkan 

pada tahun 2016 pemerintah Kota Batu diharapkan mampu 

menyediakan lapangan pekerjaan / peluang kerja sekitar sebesar 

17.415 unit. Hal ini diharapkan akan dapat menanggulangi 

dampak inflasi dan tekanan ekonomi lainnya sehingg dapat 

mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan riil di Kota 

Batu pada periode tersebut. 

Berdasarkan landasan pemikiran dan asumsi sebagaimana 

tersebut di atas, maka ditetapkan target kinerja yang akan 

dicapai pada tahun 2016 Kota Batu seperti terlihat pada Tabel 

berikut. Target kinerja seperti dimaksud juga mempertimbangkan 

capaian kinerja yang tercantum dalam RPJPD Kota Batu tahun 

2005-2025 serta RPJMD Kota Batu Tahun 2012-2017. Keterkaitan 

antara berbagai target kinerja di dalam ke dua dokumen 

perencanaan pembangunan tersebut tetap dipertahankan. 
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Tabel 3.7 Target Kinerja Makro Tahun 2016 

 

N
o  

Indikator Kinerja  Satuan 
Capaian 
Kinerja 

2012 

2013 2014 2015 2016 

REALISASI REALISASI TARGET TARGET 

1 Pertumbuhan Ekonomi        

  Pertumbuhan Ekonomi  % 8.25 8.20 8.03 8.03 7.80 

  
PDRB atas dasar harga 
konstan 

Rp.Juta 
1674982.52

1 
1,809,253 1,954,594 2,111,547.90 2,281,316.35 

  
PDRB atas dasar harga 
berlaku  

Rp.Juta 
4,185,987.6

1 
4,994,810.7

1 
5,786,520.0

0 
6,596,632.80 7,467,388.33 

2 
Share PDRB harga berlaku 
menurut lapangan usaha  

      

  Pertanian  % 17.68 17.07 16.59 16.40 16.50 

  
Pertambangan dan 
penggalian  

% 0.20 0.20 0.19 0.17 0.15 

  Industri pengolahan  % 6.49 6.24 6.07 6.10 6.00 

  Listrik, gas dan air bersih  % 1.37 1.37 1.34 1.37 1.40 

  Bangunan  % 2.13 2.70 2.57 2.60 2.40 

  
Perdagangan, hotel dan 
restoran  

% 49.28 48.44 48.94 48.94 49.50 

  
Pengangkutan dan 
komunikasi  

% 3.32 3.32 3.26 3.27 3.20 

  
Keuangan, persewaan dan 
jasa perusahaan  

% 3.94 3.85 3.79 3.90 3.90 

  Jasa-jasa  % 15.82 16.81 17.23 17.25 16.95 

3 Pendapatan Perkapita  Rp 8,677.65 9,303.88 10,051.28 10,051.28 9,000.00 

4 Pertumbuhan Investasi  % 15.63 17.04 15.61 11.11 10.00 

  ICOR  point 3.51 3.25 3.40 3.40 3.86 

  Tambahan Investasi 

APBD 
(Rp.jt) 

201,507.03 199,862.29 167,733.93 142,360.65 311,750.47 

Swasta 
(Rp.jt) 

246,352.27 236,517.70 326,424.49 391,282.61 323,994.37 

5 Koperasi dan UKM       

  Jumlah Koperasi unit 171 178 178 178 178 

  Persentase koperasi aktif % 72.10 72.82 70.22 73.56 77.01 

  
Jumlah UKM non BPR/LKM 
UKM 

unit 14,289 14,433 14,579 15,016 15,011 

  Jumlah BPR/LKM unit 10.00 10.00 10.00 11 12 

6 Sosial Budaya        

  Penduduk:        

  - Jumlah penduduk  Orang 193,023 194,462 194,462 196,737 199,039 

  
- Laju pertumbuhan 

penduduk  
% 0.7 0.75 1.17 1.17 1.17 

  
Penduduk bekerja dari 
angka kerja  

%  97.68 97.83 95.73 95.87 

  
Tingkat pengangguran 
terbuka  

% 3.41 2.32 2.17 4.27 4.13 

  Angka kemiskinan  % 5.10 4.42 3.83 4.50 4.25 

  PDRB per kapita  
ribuan 

Rp 
8,677.65 9,303.88 9,234.97 8,000.00 9,000.00 

  Angka harapan hidup  Tahun 70.00 70.32 70.61 70.32 70.47 

  Indeks Daya Beli Point 66.73 67.69 67.63 67.35 67.82 

  
Indeks pembangunan 
manusia  

Point 75.42 76.09 76.34 76.00 76.10 
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3.2.3 Risiko dan Tantangan Ke Depan 

Prospek pertumbuhan ekonomi daerah selama sisa tahun 

2015 diperkirakan akan membaik, namun risiko ke bawah masih ada. 

Sumber perbaikan ekonomi terutama akan datang dari kinerja 

pengeluaran pemerintah yang membaik, termasuk dalam bentuk 

proyek infrastruktur di berbagai daerah. Meskipun demikian, 

perekonomian daerah masih menghadapi risiko ke bawah yang 

bersumber dari tingginya ketidakpastian perekonomian global yang 

dapat berdampak pada melemahnya permintaan ekspor dan 

menurunnya harga komoditas dunia. Dari sisi domestik, risiko 

perlambatan ekonomi bersumber dari kemungkinan terhambatnya 

implementasi pembangunan infrastruktur. Hal demikian, di tengah 

harga komoditas yang masih rendah, dapat berdampak negatif 

terhadap kinerja konsumsi melalui penurunan daya beli. Lambatnya 

pemulihan ekonomi global akan menekan kinerja ekspor manufaktur. 

Hal ini, di tengah meningkatnya biaya produksi akibat kenaikan harga 

energi dan faktor input, dapat mengurangi minat investasi swasta.  

Dari sisi pengendalian harga, masih terdapat sejumlah risiko 

yang dapat menghambat tren penurunan inflasi yang saat ini 

berlangsung. Risiko kenaikan harga minyak dunia dan pelemahan 

nilai tukar dan dampaknya terhadap harga komoditas energi (BBM, 

listrik, LPG) menjadi faktor risiko inflasi yang paling mengemuka di 

seluruh wilayah. Kedua faktor tersebut perlu terus dicermati, 

terutama dalam upaya meredam dampak lanjutannya (second round 

impact) terhadap harga barang dan jasa yang lain. Selain faktor risiko 

jangka pendek tersebut, pengendalian laju inflasi di berbagai daerah 

juga masih dihadapkan pada tantangan struktural, terutama yang 

terkait dengan keterbatasan pasokan/produksi pangan dan tata 

niaga pangan yang tidak efisien. 
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Berdasarkan kondisi dan perkembangan perekonomian Kota 

Batu serta mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan 

eksternal, maka diperkirakan perekonomian Kota Batu masih akan 

dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dari dinamika 

internal maupun lingkungan perekonomian global yang terjadi dalam 

beberapa tahun terakhir. Beragam tantangan dimaksud perlu disikapi 

secara arif dan komprehensif serta dengan langkah-langkah yang 

lebih nyata. Tantangan dimaksud antara lain masih mencakup: 

1)  Percepatan pertumbuhan ekonomi akan terus diupayakan 

dengan mengembangkan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi 

dominan. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan 

percepatan yang lebih tinggi, terjaganya stabilitas ekonomi 

makro, dan dengan pembenahan yang sungguh-sungguh pada 

sektor riil, diharapkan akan dapat mendorong peningkatan 

investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas 

dengan fokus utama untuk menurunkan tingkat pengangguran 

dan kemiskinan. Dalam hal ini diperlukan strategi kebijakan yang 

tepat dengan menempatkan prioritas pengembangan pada 

sektor-sektor yang mempunyai efek pengganda tinggi dalam 

menciptakan kesempatan kerja. 

2)  Menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Ini adalah 

tantangan cukup besar bagi pemerintah dewasa ini mengingat 

investasi merupakan salah satu penggerak kegiatan ekonomi 

daerah. Komitmen perbaikan iklim investasi tersebut telah 

dilakukan pemerintah dengan mengadakan perbaikan di bidang 

peraturan perundang-undangan, pelayanan, dan 

penyederhanaan prosedur termasuk penyederhanaan birokrasi. 

3)  Menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas. Hal ini 

merupakan prasyarat agar dapat mencapai tingkat pertumbuhan 
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ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur 

yang tidak memadai akan menjadi kendala bagi masuknya 

investasi. Selain itu infrastruktur sangat dibutuhkan karena 

mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi dan 

pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Infrastruktur 

tersebut dapat menyokong banyak aspek ekonomi dan kegiatan 

sosial. 

4)  Meningkatkan daya saing ekspor khususnya untuk produk 

agrobisnis, untuk mencapai peningkatan pertumbuhan ekspor 

yang tinggi. Tingginya pertumbuhan ekspor diperlukan tidak saja 

sebagai penopang pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan 

berkelanjutan juga untuk merangsang penciptaan lapangan kerja 

yang lebih luas dan bermutu. 

5)  Meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara 

pemerintah, masyarakat dan swasta (public-private partnership). 

Tantangan ini menjadi cukup penting karena terbatasnya sumber 

daya pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama 

terkait dengan efisiensi pembiayaan investasi dan penyediaan 

infrastruktur yang bervariasi dan berkualitas. 

6)  Membangun landasan yang lebih kuat untuk pertumbuhan 

ekonomi inklusif yang berkelanjutan. Pembangunan daerah tidak 

lagi dapat didasarkan pada pembangunan ekonomi semata, 

tetapi harus didasarkan pada pembangunan yang berkelanjutan 

dengan memenuhi kriteria ekonomis, bermanfaat secara sosial, 

mampu menanggulangi masalah kemiskinan dan pengangguran, 

didukung oleh kelembagaan yang memadai, dan menjaga 

kelestarian lingkungan hidup. 
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3.3 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 

Seiring dengan perkembangan kondisi, maka kebijakan 

ekonomi daerah tetap diarahkan dan diupayakan dengan cara-cara: 

(1) meningkatkan pertumbuhan ekonomi, (2) menekan laju inflasi 

agar tidak melebihi satu digit, (3) menekan laju pertumbuhan 

penduduk. Sebagaimana gambaran diatas, agar pertumbuhan 

perekonomian daerah berjalan pada jalur yang benar perlu dijaga 

terciptanya kondisi keuangan yang mantap, yaitu dengan 

mengupayakan terciptanya pelaksanaan pembangunan yang aman 

secara politis dan layak secara ekonomis. 

Perekonomian Kota Batu yang diukur dari Produk Domestik 

Regional Bruto  (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), pada 

tahun 2015 diprakirakan mencapai 6,60 triliun rupiah dan diprediksi 

tahun 2016 mampu tumbuh menjadi sebesar 7,47 triliun rupiah. 

PDRB ADHB tersebut menggambarkan pendapatan regional sebagai 

nilai produksi barang dan jasa yang diciptakan selama satu tahun. 

Atau dengan kata lain, PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto (gross 

value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian. 

Pengertian nilai tambah bruto adalah nilai produksi (output) 

dikurangi dengan biaya antara (intermediate cost). Total PDRB 

dihitung dengan nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan 

kemudian menjumlahkannya akan menghasilkan produk domestik 

regional bruto (PDRB). 

Dari nilai total PDRB tersebut, belanja pemerintah daerah dari 

APBD hanya menyumbang 11,91 persen atau sebesar 0,89 triliun 

rupiah, selebihnya (88,09 persen) merupakan kontribusi dari sektor 

swasta dan masyarakat. Untuk itu belanja pemerintah daerah pada 

APBD harus mampu memberikan stimulasi untuk menggerakkan 

perekonomian di Kota Batu. APBD harus tepat sasaran agar efektif 
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menstimulasi peningkatan daya beli dan konsumsi masyarakat, 

mendorong investasi masuk, serta mampu meningkatkan surplus 

perdagangan keluar daerah. 

Hal ini sejalan dengan model pertumbuhan interregional 

Mundell Fleming  sebagai berikut: 

 

Y = C + I + G + (X-M) 

 

Dimana: 

Y = PDRB,  
C = Konsumsi (Consumption),  

I = Investasi (Investment),  

G = Belanja Pemerintah (Government Expenditure),  

X   = Ekspor (perdagangan keluar), dan  

M  = Impor (perdagangan masuk). 

Kebijakan ekonomi daerah sebagaimana telah dituangkan 

dalam RPJMD Kota Batu tahun 2012-2017 selanjutnya menjadi 

pedoman dalam RKPD untuk dijadikan acuan dalam penyusunan 

Kebijakan Umum APBD tahun 2016. Secara ringkas Formula 

Kerangka Kebijakan Ekonomi Daerah  meliputi yaitu: 

1. Peningkatan Konsumsi melalui Peningkatan Daya Beli Masyarakat 

2. Peningkatan Investasi 

3. Peningkatan Netto Perdagangan 

4. Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Belanja Daerah  

Formula Kerangka Kebijakan Ekonomi Daerah tersebut dapat 

dilihat pada Gambar 3.5. di bawah ini. 
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Gambar 3.5 Formula Kerangka Kebijakan Ekonomi Daerah 
Kota Batu Tahun 2016 

 

 

Kebijakan ekonomi Kota Batu sebagai sub sistem 

pembangunan ekonomi Provinsi Jawa Timur dan nasional bertumpu 

pada dua fondasi utama, yaitu: (a) stabilitas makro baik fiskal 

maupun moneter, (b) sektor riil yang menjadi basis peningkatan 

produksi, penciptaan lapangan kerja di 9 sektor lapangan usaha. 

Kebijakan ekonomi Kota Batu tidak hanya mengejar percepatan, 

namun lebih diarahkan menuju pertumbuhan yang inklusif yang 

dibangun dari kualitas fundamental ekonomi mapun berorientasi 

pada pengurangan disparitas antar wilayah perdesaan-perkotaan 

maupun disparitas pendapatan masyarakat. Dengan konstruksi 

tersebut, diharapkan target pertumbuhan ekonomi akan mampu 

diwujudkan dan memberikan dampak terhadap kinerja penurunan 

pengangguran terbuka, penurunan kemiskinan, peningkatan IPM 

serta penurunan disparitas wilayah.  

Arah pembangunan perekonomian diprioritaskan pada sektor 

yang memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB, juga pada 

sektor yang memiliki prospek ke depan yang baik serta tahan 

RPJPD & RPJMD

RKPD

KEBIJAKAN UMUM APBD

Y = C + I + G + (X-M)

Pro GROWTH, Pro POOR, Pro JOB, 
dan Pro ENVIRONMENT

KESEJAHTERAAN 
MASYARAKAT

Keterangan : 
Y = PDRB 

C = konsumsi masyarakat 
I  = Investasi 
G= Belanja Pemerintah 

Daerah 

X = Perdagangan keluar 
M= Perdagangan masuk 
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terhadap gejolak ekonomi. Berikut  arah kebijakan ekonomi daerah 

Tahun 2016 yang mendasarkan pada perkembangan ekonomi 

daerah, nasional dan global serta tantangan yang masih akan 

dihadapi: 

a. Pro Growth (Keberpihakan pada pertumbuhan): Mendorong 

peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui koordinasi dan 

efektivitas kebijakan sektor riil. Pemilihan potensi komoditas 

unggulan sebagai basis pengembangan wilayah merupakan 

bagian terpenting dalam upaya meningkatkan daya saing 

daerah. Pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya dari 

UMKM akan terus dilakukan termasuk memberdayakan peranan 

koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Kebijakan ini akan dilaksanakan dengan terus melakukan 

peningkatan sumberdaya manusia dalam hal manajerial maupun 

teknis untuk mendorong penguatan daya saing produk, fasilitasi 

kemudahan dalam akses permodalan bagi UMKM, fasilitasi 

promosi produk-produk industri dan promosi pariwisata untuk 

mendatangkan wisatawan baik wisatawan nusantara maupun 

wisatawan mancanegara; 

b.  Pro Poor  (Keberpihakan pada upaya penanggulangan 

kemiskinan): Mendorong peningkatan pemerataan distribusi 

pendapatan melalui percepatan pertumbuhan ekonomi di 

perdesaan dan penciptaan keseimbangan pembangunan di 

setiap wilayah. Pengembangan kawasan-kawasan khusus seperti 

pengembangan kawasan agropolitan, pengembangan sentra-

sentra produksi andalan pada sektor-sektor potensial, 

percepatan pembangunan pertanian melalui program revitalisasi 

pembangunan pertanian dan pembangunan perdesaan melalui 

peningkatan produksi pangan, peningkatan produktivitas 
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pertanian dan pengembangan diversifikasi usaha di perdesaan, 

pemberdayaan ekonomi rakyat dan memperluas cakupan 

program pembangunan yang berbasis masyarakat, 

pengembangan produk unggulan (core business daerah) yang 

meliputi: agribisnis, agro industri, dan pariwisata. Selama ini 

telah dilakukan upaya-upaya perlindungan sosial bagi warga 

miskin melalui bantuan sosial dan jaminan sosial. 

c.  Pro Job  (Keberpihakan pada peningkatan kesempatan kerja): 

Meningkatkan investasi daerah yang ramah lingkungan dan 

mampu memperluas kesempatan kerja dan berusaha yang pada 

gilirannya mampu meningkatkan pendapatan per kapita. 

Kebijakan yang ditempuh antara lain melalui perbaikan iklim 

investasi yang kondusif bagi dunia usaha, baik skala usaha kecil, 

menengah maupun besar. Beberapa langkah yang ditempuh 

dalam menciptakan iklim investasi dan daya tarik investasi 

melalui penyediaan informasi potensi daerah, penyederhanaan 

perijinan dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu atap, 

membangun prasarana penunjang, melindungi kepastian hukum 

dan penyediaan tenaga kerja di daerah, meningkatkan 

produktivitas dan akses UMKM pada sumberdaya produktif serta 

mendorong perkembangan sektor-sektor ekonomi yang 

memberikan dampak multiplier yang tinggi terhadap pendapatan 

masyarakat. 

d.  Pro Environment (Keberpihakan pada lingkungan hidup): 

Percepatan pembangunan sarana dan prasarana dilakukan untuk 

mendukung percepatan pembangunan ekonomi maupun 

peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Cakupan sarana 

dan prasarana dasar tersebut diarahkan untuk menyediakan 

sarana dan prasarana dasar di bidang kesehatan, pendidikan, 



Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016 

 

 Bab III hal 154 

 

sosial ekonomi masyarakat, pekerjaan umum, perhubungan dan 

irigasi. Selain itu, prasarana yang dibangun juga ditujukan untuk 

meningkatkan aksesibilitas guna memperlancar aliran investasi 

dan produksi untuk menciptakan keterkaitan ekonomi antar 

wilayah dengan tetap memperhatikan aspek berkelanjutan dan 

berwawasan lingkungan. Untuk menjamin keberlanjutan 

pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang diharapkan maka 

perlu dilakukan perbaikan kualitas lingkungan melalui upaya 

pemantauan kualitas lingkungan dan rehabilitasi lahan serta 

penerapan sanksi bagi pelanggar masalah lingkungan.  

Penerapan kebijakan 4 (empat) pro tersebut dalam konsep 

yang lebih implementatif adalah sebagai berikut: 

1)  Kolaborasi antara kebijakan Pro Growth dan Pro Poor. 

Program dan kegiatan diarahkan terutama pada sektor riil, 

yaitu: 

a. Di bidang makro ekonomi, diarahkan agar inflasi berada pada 

batas kondusif 6±1 % dengan mengoptimalkan fungsi Tim 

Pengendali Inflasi Daerah (TPID) serta stimulasi berupa 

intervensi pasar terhadap komoditi tertentu pada situasi 

tertentu baik melalui subsidi ongkos angkut, operasi pasar 

dan kegiatan lain yang dapat menekan laju inflasi. 

b. Di bidang Industri dan Perdagangan, diarahkan pada:  

- Peningkatan produksi melalui pemanfaatan kapasitas 

terpasang dan diversifikasi/rintisan pengembangan 

industrialisasi bahan baku substitusi impor,  

- Keterkaitan rantai pasok industri berbasis agro untuk 

meningkatkan nilai tambah komoditas hulu  
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- Peningkatan Kualitas SDM, Mutu & Standarisasi Industri 

serta peningkatan Kapasitas Teknologi, dalam rangka 

peningkatan daya saing.  

- Pengembangan efisiensi jejaring input-output distribusi 

perdagangan konvensional (pasar daerah) dan pasar 

lelang agrobisnis serta pasar induk agrobisnis.  

- Pengendalian harga komoditas bahan makanan pokok 

c. Pembinaan UMKM (berbasis potensi wilayah). 

Di Sektor UMKM dan Koperasi, diarahkan untuk 

mengoptimalkan peran kopeasi dan UMKM terhadap PDRB 

dan penciptaan lapangan kerja melalui fasilitasi skema 

pembiayaan, peningkatan daya saing, penguatan 

kelembagaan serta peningkatan usaha bagi Koperasi dan 

UMKM. 

Pembinaan UMKM dilakukan untuk menyelesaikan 

permasalahan umum yang dihadapi UMKM. Kegiatan 

pembinaan SKPD agar diarahkan mulai dari penyediaan 

bahan baku, mengolah, memasarkan dan menjual, sehingga 

menjadi kegiatan yang berkesinambungan. Dengan demikian 

UMKM di Kota Batu  tidak terkesan hanya “menjual” saja 

karena ketergantungan bahan baku. 

d. Pembinaan kelompok-kelompok ekonomi masyarakat. 

Pembinaan kelompok-kelompok ekonomi masyarakat 

dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian 

dalam mengelola usaha bersama. Kegiatan SKPD agar 

diarahkan pada upaya pembinaan kelompok masyarakat 

yang dapat membangun sektor hulu sampai dengan hilir. 

e. Di bidang pembiayaan sektor riil, kebijakan pembiayaan 

sektor riil diarahkan pada:  
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- Mendukung upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk 

mendorong Bank Indonesia agar implementasi di bidang 

kebijakan moneter baik Giro Wajib Minimum (GWM), 

Pengumuman Suku Bunga Bank Referensi untuk mampu 

mendorong peningkatan LDR khususnya bagi pembiayaan 

sektor riil di Jawa Timur.  

- Mengoptimalkan linkage PT Bank Jatim – UMKM untuk 

pembiayaan sektor mikro dan kecil  

- Mengoptimalkan pemanfaatan PT Jamkrida dalam hal 

penjaminan kredit UMKM .  

- Mengoptimalkan fungsi lembaga keuangan mikro di 

pedesaan/kelurahan melalui Koperasi.  

- Mendukung kelancaran dan efektivitas penyaluran Kredit 

Usaha Rakyat (KUR). 

f. Di bidang infrastruktur dan transportasi, diarahkan untuk (a) 

Peningkatan Jalan dari kondisi rusak ringan dan rusak 

berat menjadi kondisi mantap, Penanganan seluruh Jalan 

kondisi mantap dengan pemeliharaan rutin, serta 

memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang telah termuat 

dalam komitmen khusus antara lain program RUNK (Rencana 

Umum Nasional Keselamatan) / Road Safety dalam 

menangani blackspot / rawan kecelakaan serta rawan 

bencana dalam upaya menurunkan tingkat fatalitas (b) 

mengembangkan jaringan transportasi antar wilayah dan 

antar daerah Jawa Timur (c) peningkatan kapasitas Terminal. 

Sedangkan dibidang Infrastruktur Pengairan diarahkan untuk 

mendukung peningkatan produksi padi melalui revitalisasi 

sumber air di berbagai Daerah Aliran Sungai. 
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g. Di bidang energi, diarahkan untuk mendukung kebutuhan 

energi rumah tangga dan peningkatan produktivitas industri 

melalui rencana-rencana pembangunan pembangkit listrik 

dengan sumber energi alternatif (energi baru 

terbarukan/EBT). 

h. Peningkatan penanaman modal. 

Di bidang kerangka regulasi/kebijakan, jaminan investasi 

sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, reformasi birokrasi 

di bidang pelayanan perijinan, kebijakan peningkatan belanja 

modal termasuk belanja modal non aset (hibah barang modal 

ke kelompok masyarakat), merupakan serangkaian kebijakan 

untuk mampu menstimulasi kinerja ekonomi. 

Di bidang Investasi, diarahkan pada: a).  Mengoptimalkan 

promosi investasi disertai dengan dukungan jaminan 

investasi serta percepatan pembangunan infrastruktur, b). 

Mendorong percepatan realisasi investasi dari ijin-ijin prinsip 

yang telah mendapatkan persetujuan, c).  Investasi asing 

diarahkan untuk berorientasi ekspor dalam mendukung 

pertumbuhan ekonomi dengan kandungan lokal yang 

semakin meningkat melalui kontribusi dari sektor 

perdagangan luar negeri, investasi dalam negeri diarahkan 

untuk memenuhi kebutuhan konsumsi nasional serta insentif 

bagi investasi yang mendukung hilirisasi industri. 

Peningkatan penanaman modal dilakukan untuk lebih 

menggerakkan roda perekonomian sehingga mampu 

menciptakan lapangan kerja lebih banyak dan memperbaiki 

tingkat pendapatan masyarakat/daya beli masyarakat. 

Kegiatan SKPD agar diarahkan pada upaya penataan 

prosedur perijinan yang efektif dan efisien, 
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membangun/mengoptimalkan sistem informasi dan promosi 

investasi; dan meningkatkan akses permodalan bagi UMKM 

maupun kelompok-kelompok ekonomi masyarakat. 

Penanaman modal asing diutamakan untuk kepemilikan 

saham yang bukan bersumber dari hutang. 

i. Penyediaan data kemiskinan satu pintu. 

Untuk menjalankan program/kegiatan penanggulangan 

kemiskinan yang efektif dan tepat sasaran harus didasari 

dengan data satu pintu. Dengan data kemiskinan yang 

dikelola satu pintu maka program penanggulangan 

kemiskinan akan lebih efektif. 

j. Perbaikan pelayanan dan infrastruktur dasar bagi warga 

miskin. 

Kegiatan SKPD agar diarahkan pada perbaikan pelayanan 

pendidikan (termasuk menjadikan pendidikan berkarakter 

dan berbudi luhur mulai dari keluarga sampai ke jenjang 

pendidikan formal), pelayanan kesehatan dan infrastruktur 

dasar (seperti rumah layak huni, perbaikan jaringan irigasi, 

dan lain-lain). 

k. Peningkatan cakupan penanganan PMKS. 

Kegiatan SKPD agar diarahkan antara lain pada kajian 

strategis yang dapat memetakan jenis dan persebaran PMKS 

di wilayah Kota Batu, strategi memberdayakan PMKS dan 

kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh PMKS untuk 

menjadi berdaya. 
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2)  Kolaborasi antara kebijakan Pro Job dan Pro 

Environment. 

Program dana kegiatan diarahkan pada perluasan 

kesempatan kerja dengan tetap memperhatikan aspek 

berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, yaitu: 

a. Di Bidang Produksi dan produktivitas sektor pertanian 

diarahkan pada:  

- Peningkatan produksi dan produktivitas untuk mendukung 

percepatan swasembada lima komoditas pangan strategis 

nasional, yaitu padi/beras, jagung, kedelai, gula dan 

daging, dan peningkatan produksi perikanan tangkap dan 

perikanan budidaya.  

- Sosialisasi Lahan Pertanian Organik Berkelanjutan (LPOB).  

- Peningkatan daya saing produk pertanian melalui 

peningkatan kualitas dan kontinuitas produk organik 

dengan perbaikan dan penerapan budidaya dan 

pengelolaan pasca panen dengan sistem agribisnis ramah 

lingkungan dan berkelanjutan.  

- Mengoptimalkan dan memberdayakaan kelembagaan 

petani/nelayan untuk meningkatkan akses petani/nelayan 

terhadap faktor produksi, teknologi, informasi, pemasaran 

maupun akses permodalan.  

- Optimalisasi dan mendorong untuk memaksimalkan 

penyediaan APPO.  

- Pengembangan pakan mandiri  

- Pembelian gabah melalui program DAGULIR.  

- Pembangunan lumbung pangan dan bantuan modal untuk 

pengisian lumbung.  

- Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan.  



Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016 

 

 Bab III hal 160 

 

- Pemanfaatan sumberdaya hutan untuk mendukung 

pembangunan ekonomi dengan mengutamakan 

peningkatan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup  

- Penanganan rehabilitasi lahan kritis. 

b. Mendorong pemanfaatan lahan pertanian perkotaan. 

 Kota Batu sebagai wilayah aglomerasi Perkotaan perlu 

menggalakkan lahan pertanian perkotaan. Pertanian 

perkotaan menggunakan lahan-lahan kosong/media lainnya, 

digedung-gedung, pinggiran jalan raya atau di perkarangan 

rumah. 

c. Menyediakan ruang terbuka hijau (RTH). 

 Upaya ini dapat mewujudkan Kota Batu sebagai daerah yang 

ramah lingkungan. Dengan adanya RTH yang semakin 

banyak, maka dapat menjaga daerah resapan air, sehingga 

ikut menjaga cadangan air bagi kabupaten/kota lainnya serta 

polusi udara berkurang. SKPD agar juga menyiapkan 

kegiatan-kegiatan yang memberikan pendidikan lingkungan 

kepada masyarakat. Lahan pertanian perkotaan dan RTH 

dapat menjadi tempat rekreasi keluarga, wahana interaksi 

sosial dan mengenalkan aktivitas pertanian secara langsung 

pada generasi muda. 

d. Penataan usaha ekonomi masyarakat perikanan. 

 Penataan wilayah perikanan yang dikelola secara 

berkelompok mulai dari sektor hulu sampai dengan hilir. 

e. Optimalisasi Pariwisata. 

 Program dan kegiatan diarahkan pada perbaikan layanan 

pariwisata yang meliputi: 

- Peningkatan kualitas SDM pengelola desa wisata dan 

obyek wisata lainnya; 
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- Perbaikan fasilitas pendukung obyek wisata; 

- Peningkatan promosi wisata cagar budaya; 

- Peningkatan kualitas dan varian wisata seperti wisata 

alam, wisata pendidikan, wisata kebencanaan, wisata 

kuliner dan lain-lain. 

f. Revitalisasi lahan kritis. 

 Kegiatan diarahkan pada penanganan lahan-lahan kritis salah 

satunya dengan penanaman pohon yang disertai 

pemantauan lanjutan agar menjamin tercapainya tujuan 

penghijauan . 

g. Membuat desain-desain pengembangan kawasan terpadu. 

 Program dan kegiatan SKPD agar diarahkan antara lain pada 

pembuatan desain-desain pengembangan kawasan terpadu 

dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat 

dengan tetap memperhatikan harmonisasi tata bangunan dan 

lingkungan. 

h. Pengendalian lahan pertanian. 

 Dalam rangka menyediakan lahan pertanian berkelanjutan 

sesuai dalam RTRW Kota Batu, diperlukan upaya terobosan 

baru di bidang pertanian. Upaya terobosan ini dapat diawali 

dengan melakukan kajian-kajian seperti kajian agricultural 

land banking. 

3.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 

Sebagai subsistem yang tak terpisahkan dari pengelolaan 

keuangan negara, pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah diatur 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagai petunjuk teknis pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah ini secara rinci dan teknis telah diterbitkan pula 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana 
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telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 

2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Kapasitas keuangan Daerah akan menentukan kemampuan 

Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan masyarakat. 

Kemampuan pemerintah dapat diukur penerimaan pendapatan daerah 

yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta 

perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 

Sumber-sumber keuangan daerah secara proporsional 

diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, penggalian sumber-

sumber potensi baru untuk menambah penerimaan  Pendapatan Asli 

Daerah (PAD), serta perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat 

dan Daerah. Sumber pembiayaan pemerintahan daerah dalam rangka 

perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

diperoleh berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas 

pembantuan. 

Dengan ditetapkannya kebijakan otonomi daerah, 

penyelenggaraan pemerintahan di daerah dilaksanakan dengan lebih 

berorientasi kepada kepentingan daerah yang dimplementasikan 

dalam bentuk program kegiatan SKPD. Untuk itu, pengalokasian 

anggaran dan pemanfaatan potensi dan sumber daya daerah 

diharapkan dapat memberi kepuasan kepada masyarakat, membuka 

kesempatan lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi masyarakat, 

utamanya  UMKM serta diberbagai bidang. 

Desentralisasi tidak hanya terkait dengan model pemerintahan, 

namun juga menyangkut paradigma ekonomi yang disebut 

desentralisasi ekonomi. Desentralisasi ekonomi mencakup aktivitas 

dan tanggung jawab ekonomi yang diimplementasikan pada level 

daerah. Desentralisasi daerah menghasilkan dampak yang beragam 

bagi perekonomian daerah. Dalam beberapa kasus, desentralisasi 
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daerah juga berpotensi menimbulkan risiko fiskal bagi pemerintah 

pusat. Oleh karena itu, ada beberapa isu atau Kriteria yang menjadi 

perhatian pemerintah pusat dan patut mendapatkan perhatian serius 

pemerintah daerah, di antaranya adalah peningkatan akuntabilitas dan 

transparansi anggaran serta peningkatan partisipasi masyarakat. 

Pengelolaan keuangan di daerah meliputi mobilisasi 

pendapatan, penetapan alokasi belanja daerah, dan mobilisasi 

pembiayaan. Untuk memenuhi sufficient condition bagi pengelolaan 

keuangan daerah yang baik, maka pemerintah kota perlu memahami 

dan menggali potensi/keunggulan daerah serta mengidentifikasi 

pokok-pokok permasalahan yang ada. Di lain pihak, ruang gerak 

anggaran daerah perlu lebih dioptimalkan. Hal ini bisa ditempuh tidak 

hanya melalui mobilisasi sumber pendapatan yang ada, tetapi juga 

melalui upaya lainnya seperti penggalian sumber pembiayaan dari 

pinjaman dan obligasi daerah, efisiensi belanja daerah, penganggaran 

partisipatif yang melibatkan peran masyarakat, serta pengupayaan 

public-private partnership di dalam pembangunan infrastruktur di 

wilayah. 

Secara garis besar kinerja APBD Kota Batu tahun 2012-2016 

disajikan pada Tabel 3.8. berikut. 

 
 

Tabel 3.8 Perkembangan Indikator Keuangan Kota Batu Tahun 2012-2016 

Uraian 2012 2013 2014 2015* 2016** 

PDRB ADHB 4,185,988 4,994,811 5,786,520 6,596,633 7,467,388 

PDRB ADHK 1,674,983 1,809,253 1,954,594 2,111,548 2,281,316 

PDRB/KAPITA 
ADHB 

21,686.51 25,685.24 29,756.52 33,530.13 37,517.15 

PDRB/KAPITA 
ADHK 

8,677.65 9,303.88 10,051.28 10,732.82 11,461.64 

APBD 494,329,267,406.28 587,991,428,938.29 701,474,406,971.04 752,323,449,590.00 805,416,914,106.33 

APBD (Jutaan) 494,329.27 587,991.43 701,474.41 752,323.45 805,416.91 

APBD/PDRB 11.81 11.77 12.12 11.40 10.79 

PAD 
42,769,048,605.2

8 
59,670,741,826.2

9 
78,288,135,526.0

4 
80,150,000,000.0

0 
93,915,133,798.2

5 

PAD (Jutaan) 42,769.05 59,670.74 78,288.14 80,150.00 93,915.13 

PAD/APBD 8.65 10.15 11.16 10.65 11.66 

Sumber: Berbagai sumber, 2015 – Data diolah 
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Tabel 3.8 di atas mengungkapkan bahwa PDRB Kota Batu baik 

ADHB maupun ADHK mengalami peningkatan yang berkelanjutan 

selama kurun waktu 2012-2016. Peningkatan tersebut disertai dengan 

kenaikan pendapatan per kapita ADHK masyarakat dalam periode 

yang sama yakni Rp.8.678 ribu pada tahun 2012 dan diprakirakan 

meningkat menjadi Rp.10.733 ribu pada tahun 2015 dan 

diproyeksikan  naik mencapai Rp.11.462 ribu pada tahun 2016. Pada 

periode yang sama pendapatan per kapita ADHB meningkat dari 

Rp.21.687 ribu pada tahun 2012 menjadi Rp.33.530 ribu pada tahun 

2015 dan diproyeksikan meningkat menjadi Rp.37.517 ribu pada 

tahun 2016. 

Nilai APBD Kota Batu selama periode tersebut juga mengalami 

peningkatan dari Rp.494.329,27 juta tahun 2012 menjadi 

Rp.752.323,45 juta tahun 2015 dan pada tahun 2016 diproyeksikan 

mencapai nilai Rp805.416,91 juta. Di sisi lain, kualitas daya ungkit 

(leverage) APBD yang mengindikasikan peran APBD terhadap 

pembentukan PDRB masih berada pada kisaran 12% namun 

cenderung terus mengalami perbaikan (penurunan) dalam waktu 5 

(lima) tahun terakhir dari 11,81 tahun 2012 menjadi 11,40 tahun 2015 

dan diharapkan mencapai 10,79 tahun 2016. Hal ini secara kualitatif 

berarti membaik dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Artinya, 

elama 5 tahun sebelumnya untuk meningkatkan PDRB, peran APBD 

semakin menurun/kecil dan peran tersebut secara bertahap beralih 

dilakukan oleh masyarakat. Di sisi lain rasio PAD terhadap APBD secara 

kuantitas juga mengalami peningkatan dari 8,65 pada tahun 2012 

menjadi 10,65  tahun 2015 kemudian diproyeksikan meningkat 

menjadi 11,66 tahun 2016. Proporsi PAD yang meningkat 

mengindikasikan bahwa tingkat ketergantungan pembiayaan 

(financial dependency) pembangunan dari dana luar (pusat dan 
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provinsi) semakin kecil. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan 

Pemerintah Kota Batu untuk selalu memperbaiki iklim investasi serta 

berupaya terus manarik investasi dan melakukan reformasi birokrasi, 

review terhadap Perda terkait, serta perbaikan kualitas pelayanan 

kepada masyarakat khususnya dunia usaha. Kebijakan ini tetap 

dipertahankan dan akan terus dilakukan perbaikan selama kurun 

waktu 2012-2017. 

Arah kebijakan keuangan Kota Batu sangat tergantung kepada 

proyeksi pertumbuhan ekonomi, penyerapan investasi untuk 

mendorong pertumbuhan, dan kemampuan pengeluaran investasi 

oleh pemerintah kota. Idealnya upaya-upaya penyediaan barang 

publik (public goods) dipenuhi oleh kemampuan keuangan daerah 

tersebut. Namun mengingat keterbatasan penerimaan daerah, maka 

pada sebagian penyediaan barang publik dibutuhkan peran swasta. 

Melihat perkembangan pembangunan di Kota Batu, diperlukan 

paradigma peningkatan penerimaan asli daerah yang sekaligus juga 

dapat mendorong investasi. Peranan investasi swasta menjadi penting 

untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan ekonomi daerah yang 

tinggi. Struktur pendapatan dan belanja Kota Batu berdasarkan 

komposisi diproyeksikan seperti terlihat pada Tabel 3.9 sebagai 

berikut: 
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Tabel 3.9 Perbandingan Proporsional Struktur Pendapatan dan Belanja Realisasi Tahun 2012-
2014, Anggaran Tahun 2015, dan Proyeksi Tahun 2016 

URAIAN 
PROPORSI 

2012 2013 2014 2015 2016 

            

PENDAPATAN 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

            

PENDAPATAN ASLI DAERAH 8.65% 10.15% 11.16% 12.32% 11.66% 

Pendapatan Pajak Daerah 5.70% 7.63% 8.95% 9.11% 8.72% 

Hasil Retribusi Daerah 1.00% 0.80% 0.80% 0.97% 0.99% 

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan 

0.34% 0.34% 0.31% 0.31% 0.33% 

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.61% 1.38% 1.10% 1.94% 1.63% 

            

DANA PERIMBANGAN 79.19% 75.95% 69.83% 72.16% 69.90% 

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak SDA 10.14% 8.30% 6.72% 8.17% 6.98% 

Dana Alokasi Umum 65.70% 63.67% 58.79% 57.91% 56.02% 

Dana Alokasi Khusus 3.36% 3.99% 4.33% 6.08% 6.89% 

            

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 12.16% 13.90% 19.01% 15.52% 18.44% 

Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan 
Pemerintah Daerah Lainnya 

6.08% 5.39% 8.88% 7.46% 8.54% 

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 6.07% 6.80% 7.94% 7.77% 7.58% 

Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau 
Pemerintah Daerah Lainnya 

0.00% 0.00% 0.00% 0.29% 0.21% 

Pendapatan Lainnya           

            

BELANJA 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

            

BELANJA TIDAK LANGSUNG 55.72% 51.13% 52.44% 44.77% 54.92% 

Belanja Pegawai 42.00% 41.84% 40.39% 33.19% 42.13% 

Belanja Hibah 8.26% 4.86% 6.53% 6.38% 5.79% 

Belanja Bantuan Sosial 1.69% 1.40% 2.29% 2.58% 3.67% 

Belanja Bantuan Keuangan kepada 
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 

3.65% 3.01% 3.23% 2.50% 3.19% 

Belanja Tidak Terduga 0.13% 0.02% 0.00% 0.11% 0.13% 

            

BELANJA LANGSUNG 44.28% 48.87% 47.56% 55.23% 45.08% 

Belanja Pegawai 13.41% 3.91% 4.26% 4.41% 4.54% 

Belanja Barang dan Jasa 22.61% 17.72% 21.66% 20.02% 19.36% 

Belanja Modal 14.87% 27.25% 21.64% 30.79% 21.19% 

Sumber: Hasil analisis, 2015 

Secara umum belum terjadi perubahan yang signifikan struktur 

dan komposisi pendapatan dan belanja daerah berdasarkan 

perbandingan tahun 2012-2014, dan prakiraan tahun 2015 dan 

proyeksi 2016 seperti terlihat pada Tabel 3.9. di atas. 
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Arah kebijakan keuangan daerah yang meliputi arah kebijakan 

pendapatan, belanja, dan pembiayaan di dalam RKPD ini dimaksudkan 

untuk memberikan arahan-arahan sekaligus rambu-rambu, sebagai 

berikut: 

1. Keuangan daerah dapat menopang, bukan menghambat, proses 

pembangunan daerah yang berkelanjutan sesuai dengan visi 

nasional dan visi Kota Batu.  

2. Keuangan daerah dapat menyediakan pelayanan dasar secara 

memadai bagi kesejahteraan masyarakat.  

3. Keuangan daerah dapat meminimalkan risiko fiskal sehingga 

kesinambungan anggaran daerah dapat terjamin. 

4. Kondisi makro ekonomi mendesak untuk dilakukan reorientasi baik 

di sisi penerimaan maupun belanja daerah sejalan dengan 

kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa 

Timur, di antaranya: 

a. Komposisi PAD diupayakan minimal 11,0% dari jumlah 

pendapatan; 

b. Lain-lain pendapatan asli daerah dipertahankan proporsinya 

namun dengan pertumbuhan yang sedikit mengalami 

penurunan; 

c. Dana Perimbangan meningkat secara moderat sebesar 9,34% 

tahun 2016 sejalan dengan komitmen Pemerintah Pusat untuk 

minimal mepertahankan besaran DAU; 

d. Dana Alokasi Khusus (DAK) meningkat sebesar 28,0% sesuai 

dengan kebijakan Nawa Cita untuk membangun infrastruktur; 

e. Dana Bagi Hasil SDA menurun sebesar -3,45%sejalan dengan 

belum pulihnya gejolak ekonomi makro serta ketidakpastian 

harga energi dunia; 
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f. Belanja Tidak Langsung dikendalikan lebih ketat meskipun 

belanja pegawai tetap diproyeksikan meningkat secara 

moderat; 

g. Komposisi Belanja Langsung diupayakan dipertahankan di atas 

42,0% dan secara nominal mengalami peningkatan untuk 

mendorong investasi dan mencapai target pertumbuhan 

ekonomi tahun 2016; 

Untuk memenuhi rambu-rambu arahan di atas, maka 

ditetapkan kebijakan keuangan daerah yang meliputi: pendapatan, 

belanja dan pembiayaan daerah.  

 

3.4.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah  

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang 

melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, 

merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu 

dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah adalah hak 

pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan 

bersih. Pendapatan daerah dibagi ke dalam tiga jenis, yaitu 

Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan 

Lain-lain Pendapatan yang sah. Pendapatan asli daerah merupakan 

porsi pendapatan yang secara hukum dan upaya diperoleh melalui 

usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Melalui kreatifitas 

dan inovasi yang konstruktif dari pemerintah daerah, pendapatan 

asli daerah diharapkan dapat meningkat dari tahun ke tahun sesuai 

dengan kondisi dan potensi yang ada. 

Ada 2 (dua) sumber pendapatan daerah di Kota Batu  yang 

memegang peranan penting dalam proses pengelolaan keuangan 

daerah; Pertama, sumber pendapatan yang berasal dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari Pemerintah Pusat yang 
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di dalamnya terakomodasi Dana Dekonsentrasi dan Dana Pinjaman 

Luar Negeri. Kedua, sumber pendapatan yang berasal dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batu, yang 

pelaksanaannya ditetapkan melalui pelaksanaan Peraturan Daerah 

(Perda) dalam setiap tahunnya.  

Pendapatan Daerah yang tercermin dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Batu  diperoleh dari 

berbagai sumber, di antaranya berasal dari Pendapatan Asli Daerah 

(PAD), dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dari Bagi Hasil Pajak 

dan Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA), dari Dana Alokasi Umum (DAU), 

dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Bagi Hasil Cukau Hasil 

Tembakau (DBHCHT) dan dari Lain-lain Pendapatan yang Sah.  

Dari semua pendapatan tersebut, yang memberikan 

kontribusi cukup besar berasal dari instansi yang lebih tinggi atau 

bantuan dari pemerintah pusat, sedangkan sumber pendapatan 

daerah yang berasal dari PAD masih terlalu kecil dibandingkan 

dengan bantuan dari Pemerintah Pusat. Hal ini menunjukkan 

bahwa, Kota Batu  selama ini dalam pembiayaan administrasi 

pemerintahan dan pembangunannya masih sangat tergantung dari 

pemerintah pusat, terutama untuk membiayai belanja pegawai 

berupa gaji. Dari kondisi tersebut maka pengelolaan pendapatan 

daerah harus dioptimalkan kinerjanya dalam meningkatkan 

penerimaan, khususnya yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) guna kelangsungan pendanaan penyelenggaraan 

pemerintahan dan Pembangunan Daerah di Kota Batu. 

Proyeksi pendapatan daerah tahun 2016 dilakukan melalui 

kajian hasil perkiraan minimal yang diperinci oleh Dinas terkait di 

Kota Batu. Untuk itu langkah-langkah yang dilakukan terlebih 

dahulu adalah menyusun proyeksi indikator makro ekonomi Kota 
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Batu dengan menggunakan data empiris. Selanjutnya hasil proyeksi 

tersebut dievaluasi sebagai bahan menentukan perkiraan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai komponen pendapatan 

daerah yang relatif lebih dipengaruhi oleh kondisi ekonomi daerah, 

bila dibandingkan dengan dua komponen lainnya 

Dalam menentukan perkiraan PAD asumsi yang digunakan 

adalah pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi sebagaimana terlihat 

pada Tabel 3.10. Skenario yang dipilih dalam menentukan perkiraan 

pendapatan daerah adalah dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 

7,8%, dan inflasi 6,5%. Alasan memilih asumsi tersebut adalah 

karena besaran-besarannya wajar, dan dekat dengan skenario 

nasional dan Jawa Timur yang dibuat untuk kepentingan APBN dan 

APBD. Di samping asumsi kondisi ekonomi makro tahun 2016, 

proyeksi PAD didasarkan pada asumsi anggaran bahwa sisa 

perhitungan anggaran tahun lalu, diupayakan semakin membaik. 

Tabel 3.10. 
Realisasi Penerimaan Daerah Tahun 2014 dan Anggaran Tahun 2015 serta Target Pagu Indikatif 

Penerimaan Daerah Tahun 2016 

URAIAN 
REALISASI APBD R-APBD PROPORSI 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

       

PENDAPATAN 701,474,406,971.04 713,545,986,211.25 805,416,914,106.33 100.00% 100.00% 100.00% 

       

PENDAPATAN ASLI 
DAERAH 

78,288,135,526.04 87,926,818,089.25 93,915,133,798.25 11.16% 12.32% 11.66% 

Pendapatan 
Pajak Daerah 

62,807,445,882.00 65,000,000,000.00 70,200,000,000.00 8.95% 9.11% 8.72% 

Hasil Retribusi 
Daerah 

5,596,247,852.00 6,894,500,000.00 7,939,557,012.94 0.80% 0.97% 0.99% 

Hasil 
Pengelolaan Kekayaan 
Daerah yang 
Dipisahkan 

2,189,729,441.01 2,177,429,333.26 2,629,321,388.94 0.31% 0.31% 0.33% 

Lain-lain 
Pendapatan Asli 
Daerah yang Sah 

7,694,712,351.03 13,854,888,755.99 13,146,255,396.38 1.10% 1.94% 1.63% 
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DANA 
PERIMBANGAN 

489,840,348,138.00 514,859,223,000.00 562,947,772,209.84 69.83% 72.16% 69.90% 

Bagi Hasil 
Pajak/Bagi Hasil 
Bukan Pajak SDA 

47,110,733,138.00 58,262,390,000.00 56,252,689,406.70 6.72% 8.17% 6.98% 

Dana Alokasi 
Umum 

412,378,255,000.00 413,219,693,000.00 451,172,343,603.15 58.79% 57.91% 56.02% 

Dana Alokasi 
Khusus 

30,351,360,000.00 43,377,140,000.00 55,522,739,200.00 4.33% 6.08% 6.89% 

       

LAIN-LAIN 
PENDAPATAN 
DAERAH YANG SAH 

133,345,923,307.00 110,759,945,122.00 148,554,008,098.24 19.01% 15.52% 18.44% 

Dana Bagi Hasil 
Pajak Dari Provinsi 
dan Pemerintah 
Daerah Lainnya 

62,269,619,910.00 53,245,676,122.00 68,762,972,761.96 8.88% 7.46% 8.54% 

Dana 
Penyesuaian dan 
Otonomi Khusus 

55,665,432,000.00 55,476,876,000.00 61,076,497,340.41 7.94% 7.77% 7.58% 

Bantuan 
Keuangan Dari 
Provinsi atau 
Pemerintah Daerah 
Lainnya 

 2,037,393,000.00 1,686,577,000.00 0.00% 0.29% 0.21% 

Pendapatan 
Lainnya 

15,410,871,397.00  17,027,960,995.87    

Sumber: Hasil Analisis, 2015 

Berdasarkan pada asumsi-asumsi di atas, maka pendapatan 

daerah tahun 2016 diproyeksikan sebesar Rp.805,42 milyar, yang 

terbagi atas beberapa jenis pendapatan, yakni: PAD senilai 

Rp.93,92 milyar, dana perimbangan sebesar Rp.562,95 milyar dan 

lain-lain pendapatan daerah yang sah senilai Rp.148,55 milyar.  

Kinerja pendapatan daerah tahun 2014 dan 2015 yang 

terekam pada Tabel 3.10. menunjukkan hasil yang cukup baik. Hasil 

ini diindikasikan dengan kenaikan pendapatan daerah secara 

agregat dari Rp.701,48 milyar pada tahun 2014 menjadi Rp.752,32 

milyar pada tahun 2015. Kenaikan jumlah agregat tersebut juga 

diikuti dengan kenaikan komponen-komponen pendapatan, yakni: 

1) Pendapatan asli daerah mengalami peningkatan dari Rp.78,29 

milyar pada tahun 2014, menjadi Rp.80,15 milyar pada tahun 2015; 

2) Realiassi dana perimbangan juga meningkat dari Rp.489,84 

milyar pada tahun 2014, menjadi Rp.554,90 milyar pada tahun 

2015; 3) sedangkan kenaikan komponen lain-lain pendapatan 
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daerah yang sah mencapai angka Rp.133,35 milyar, mengalami 

penurunan dari angka sebelumnya yang tercatat sebesar Rp.117,27 

milyar. 

Sebagai upaya untuk mencapai target pendapatan daerah 

tahun 2016, sekaligus meningkatkan kemandirian keuangan daerah 

melalui peningkatan proprosi PAD terhadap total penerimaan 

daerah, maka akan dilakukan langkah-langkah berkaitan dengan 

intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah serta 

pengelolaan BUMD yang efisien dan efektif sebagai berikut: 

1) Peningkatan target pendapatan daerah baik Pajak Daerah 

maupun Retribusi Daerah secara terencana sesuai dengan 

kondisi perekonomian dengan memperhatikan kendala, potensi 

dan coverage ratio yang ada. 

2) Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang dapat 

diterima masyarakat, pertisipatif, bertanggungjawab, dan 

berkelanjutan. 

3) Perluasan sumber-sumber pendapatan daerah antara lain 

dengan mendayagunakan kekayaan atau aset-aset daerah yang 

ada dengan cara melakukan kerjasama dengan pihak ke tiga. 

Pendapatan Daerah terdiri dari 3 (tiga) komponen utama 

yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-

lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah 

merupakan cermin kemampuan dan potensi daerah, sehingga 

semakin tinggi kualitas otonomi daerah, maka ketergantungan 

(dependensi) dengan pemerintah pusat akan semakin berkurang. 

Sedangkan Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan 

daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan 

kewenangan dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah utamanya 
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untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat 

yang proporsional dan lebih baik. 

Memperhatikan hal tersebut, maka dalam pelaksanaan APBD 

pada tahun anggaran berjalan dapat terjadi adanya perubahan 

proyeksi pendapatan daerah yang antara lain disebaban karena 

perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang akan berakibat 

pada kemampuan masyarakat utnuk melaksanakan kewajibannya 

membayar pajak dan retribusi daerah. 

Sejalan dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang 

merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah memberikan 

kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menggali sumber-

sumber pendapatan.  

Memperhatikan hal tersebut di atas, maka kewenangan 

Pemerintah Kota Batu untuk menggali sumber-sumber pendapatan 

melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah 

menjadi sangat dimungkinkan. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah 

sebagai upaya membangun kemandirian keuangan daerah yang 

diarahkan pada:  

1. Intensifikasi Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah  

- Melakukan langkah dan upaya untuk mengurangi jumlah 

tunggakan Pajak Daerah.  

- Pengembangan fasilitasi kerjasama dengan Pemda lain 

khususnya di wilayah Malang Raya dalam rangka 

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Lain-

lain Pendapatan Daerah yang Sah.  

- Peningkatan kualitas Pelayanan Publik melalui perbaikan dan 

penambahan layanan yang memudahkan dan mendekati 
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masyarakat secara langsung yang memanfaatkan 

penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta 

upaya penguatan kualitas pelayanan kelembagaan melalui 

lembaga-lembaga sertifikasi Internasional seperti ISO.  

- Mewujudkan Sumber Daya Manusia Aparatur yang potensial, 

profesional serta membangun sistem kelembagaan yang 

berbasis kompetensi dan keahlian.  

2. Extensifikasi Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah  

-  Mengembangkan pendapatan daerah dengan minimalkan 

timbulnya resiko distortif atas pengenaan pajak daerah dan 

retribusi daerah terhadap perekonomian daerah  

-  Memanfaatkan sebesar-besarnya semua sumber daya 

sekaligus melakukan sinergi kelembagaan baik koordinasi 

dengan Pemerintah Pusat terkait penerimaan dana 

perimbangan maupun dengan Kabupaten/ Kota terkait 

pengembangan penerimaan yang bersifat fasilitasi dan 

kerjasama dalam rangka penggalian sumber-sumber 

penerimaan dari sektor lain-lain PAD yang sah.  

- Advokasi kepada pemerintah pusat agar dalam memberikan 

dana transfer ke daerah (DAU, DAK dan Dana bagi Hasil) juga 

mempertimbangkan kapasitas keuangan daerah.  

-  Memanfaatkan sebesar-besarnya semua sumber daya 

sekaligus melakukan sinergi kelembagaan baik koordinasi 

dengan Pemerintah Pusat terkait penerimaan dana 

perimbangan terkait pengembangan penerimaan yang 

bersifat fasilitasi dan kerjasama dalam rangka penggalian 

sumber-sumber penerimaan dari sektor lain-lain PAD yang 

sah.  
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- Meningkatkan kontribusi laba BUMD pada Pendapatan Asli 

Daerah melalui upaya peningkatan tata kelola perusahaan 

yang baik, yakni a) Tata kelola BUMD yang lebih efektif dan 

efisien, dan b) Extensifikasi usaha BUMD.  

Untuk itu upaya-upaya Pemerintah Kota Batu dalam rangka 

peningkatan Pendapatan Asli Daerah dilaksanakan melalui rencana 

kerja sebagai berikut: 

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 

Upaya peningkatan kualitas pelayanan diarahkan untuk semakin 

mendekatkan dan memudahkan masyarakat serta 

menyederhanakan sistem dan prosedur pelayanan yang 

diwujudkan denganpercepatan waktu pelayanan dan kepuasan 

kepada masyarakat. Semangat tersebut salah satunya telah 

tertuang dalam Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan 

Terpadu Kota Batu Nomor: 188.4/194/KEP/422.208/2011 

tentang Standar Pelayanan Publik (SPP) Kantor Pelayanan 

Perijinan Terpadu Kota Batu yang bertujuan untuk mewujudkan 

kepastian tentang hak, tanggungjawab, kewajiban, dan 

kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik pada Kator Pelayanan Perijinan Terpadu yang 

merupakan salah satu SKPD yang menjalankan tugas pokok dan 

fungsi pelayanan publik. Standar Pelayanan Publik dimaksud 

meliputi: 

a) Jenis jenis Pelayanan / Produk Pelayanan 

b) Persyaratan Pelayanan 

c) Mekanisme / Prosedur Pelayanan 

d) Waktu Penyelesaian Pelayanan 

e) Biaya Pelayanan 

f) Kompetensi Sumberdaya Manusia (SDM) Petugas Pelayanan 
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g) Sarana dan Prasarana Pelayanan 

h) Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan 

i) Kompensasi Pelayanan, dan 

j) Peningkatan kualitas pelayanan demi kepuasan masyarakat. 

 

2. Mewujudkan Sumberdaya Manusia (SDM) Aparat yang 

potensial, profesional serta membangun sistem kelembagaan 

yang berbasis kompetensi. SDM dalam pengertian ini mencakup 

kuantitas dan kualitas. Kedua aspek tersebut harus 

dikembangkan secara berimbang dan paralel. Beberapa 

kebijakan yang dilakukn adalah melalui diklat, pelatihan etika 

pelayanan, pemahaman terhadapp\ peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan pemungutan Pendapatan Asli 

Daerah. 

3. Memanfaatkan sumber daya dan mensinergikan potensi daerah. 

Dengan Program dan Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah, peningkatan hubungan atau 

kerjasama antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Batu dan 

dengan Pemerintah Pusat yang dalam hal ini Kantor Wilayah 

Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan yang ada di 

Kota batu dalam rangka peningkatan penerimaan bagi hasil PPh 

21, 22, 23, dan PPN melalui sosialisasi secara intensif dan 

pemotongan secara langsung pajak-pajak dimaksud oleh 

petugas dari Kantor Pajak yang selalu siap di Bagian Keuangan 

ketika SKPD mengajukan SPP dan SPM. 

4. Mengoptimalkan koordinasi dengan pihak swasta. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa sektor swasta di Kota Batu telah 

memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam Pendapatan 

Asli Daerah, mengingat kontribusi terhadap PDRB Kota Batu 
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untuk sektor Perdagangan, Hotel, dan restoran menduduki 

ranking tertinggi yaitu sekitar 46%. Karena itu dalam rangka 

memaksimalkan pendapatan dari sektor ini diperlukan 

koordinasi dan sinergi yang baik antara pemerintah dan pihak 

swasta (pelaku usaha). 

Terkait dengan Pendapatan Asli Daerah, langkah-langkah 

kebijakan yang diambil difokuskan pada 3 (tiga) bidang untuk 

meningkatkan penerimaan dari pos PAD baik pajak, retribusi, 

maupun penerimaan daerah bukan pajak. 

a. Bidang Pendapatan 

1. Perluasan dan peningkatan sumber penerimaan dan 

pembiayaan daerah serta mendorong peningkatan tertib 

administrasi keuangan daerah. 

2. Peningkatan hubungan kerja / kerja sama antar SKPD di 

lingkungan Pemerintah Kota Batu dengan Pemerintah 

Pusat / Provinsi Jawa Timur dalam rangka peningkatan 

penerimaan Bagi Hasil dari pemerintah. 

3. Pengembangan fasilitas kerja sama dengan Pemerintah 

Kota Malang, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian 

antara Pemerintah Kota Batu dengan Pemerintah Kota 

Malang dengan Nomor Pemerintah Kota Batu: 

180/395/422.013/2008, dan Nomor Pemerintah Kota 

Malang: 050/13/35.73.112/2008 tanggal 8 Mei 2008 

tentang Kontribusi Pemanfaatan Sumber Air Banyuning 

dan Sumber Air Binangun di Kota Batu. Adapun untuk 

revisi perjanjian sedang dalam proses, begitu pula dengan 

perjanjian dengan Pemerintah Kabupaten Malang. 

4. Optimalisasi pemanfaatan aset dan pengelolaan BUMD 

yang didukung oleh sistem evaluasi kinerja BUMD yang 
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memungkinkan BUMD dioptimalkan maupun dilakukan 

restrukturisasi. 

5. Kerja sama dengan pihak ke tiga yaitu sektor swasta yang 

ada di Kota Batu.  

b. Bidang Pelayanan Publik 

1. Pengembangan / peningkatan sarana dan prasarana 

pelayanan masyarakat. 

2. Pembangunan sarana dan prasarana pelayanan yang 

semakin dekat kepada masyarakat. 

3. Meningkatkan kualitas pelayanan dengan memanfaatkan 

teknologi informasi (hardware dan software) sebagai 

pendukung utama kelembagaan. 

4. Pembangunan sistem dan prosedur daerah pemungutan 

dan pembayaran pajak, retribusi daerah dan komponen 

pendapatan daerah lainnya antara lain dengan 

melaksanakan deskresi pelayanan atau memangkas alur 

pelayanan menjadi lebih sederhana. 

c. Bidang kelembagaan 

1. Penyederhanaan peraturan perundang-undangan 

2. Pengembangan manajemen pendapatan daerah melalui 

prinsip profesionalisme, efisiensi, transparan, akuntabel, 

dan bertanggungjawab. 

3. Peningkatan kapabilitas dan profesionalisme 

Sumberdaya Manusia (SDM) Aparatur di bidang 

pengelolaan keuangan daerah. 

4. On Job Training 

5. Program rekrutmen Sumberdaya Manusia Aparatur 

berbasis kompetensi. 

6. Optimalisasi kinerja SKPD pemungut PAD 
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Sedangkan Dana Perimbangan, sebagaimana Kebijakan 

Umum APBD Tahun Anggaran 2016 difokuskan pada: 

a) Memperjuangkan penerimaan pusat ke daerah seperti DAU, 

DAK, dan Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak secara 

proporsional sesuai dengan potensi dan kebutuhan Kota 

Batu. 

b) Memperjuangkan kepada Pemerintah Pusat agar juklak dan 

juknis dana pembayaran khususnya DK dan Dana Bagi Hasil 

lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan daerah sehingga 

dana yang telah dialokasikan kepada Pemerintah Kota Batu 

dapat terserap secara maksimal. 

 

3.4.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah 

Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan dengan 

menggunakan pendekatan prestasi kerja (performance-based 

budgeting) yang berorientasi pada pencapaian dari output dan 

outcome yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk 

meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran, serta 

memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. 

Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang 

efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD dalam rangka 

melaksanakan bidang kewenangan atau urusan pemerintahan 

daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi 

anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap SKPD harus terukur, 

yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. 

Realisasi kinerja belanja, dalam format belanja langsung dan 

tidak langsung, Kota Batu Tahun 2014 dan 2015 diperinci pada Tabel 

3.11. Berpijak pada data tersebut, maka dapat diketahui bahwa total 
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belanja mengalami peningkatan signifikan (pada tahun 2014 realisasi 

belanja mencapai Rp.631,34 milyar, dan meningkat menjadi 

Rp.914,23 milyar pada tahun 2015). Pada tahun 2014; alokasi 

belanja tidak langsung (diperkirakan Rp.331,09 milyar) lebih besar 

daripada belanja langsung (diperkirakan Rp.300,24 milyar). Pada 

tahun 2015 komposisi BTL dan BL ini mengalami perubahan yang 

signifikan karena BL meningkat tajam sejalan dengan target LPE dan 

komponen BTL juga meningkat secara moderat. 

Tabel 3.11. Realisasi Belanja Daerah Tahun 2014 dan Anggaran Tahun 2015 serta Target 
Pagu Indikatif Belanja Daerah Tahun 2016 

URAIAN 
REALISASI APBD R-APBD PROPORSI 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

       

BELANJA 
631,338,836,255.0

0 
896,534,291,912.1

5 
741,590,758,987.5

3 
100.00

% 
100.00

% 
100.00

% 

       

BELANJA TIDAK 
LANGSUNG 

331,095,124,288.0
0 

401,354,092,731.8
5 

407,265,400,514.9
1 

52.44% 44.77% 54.92% 

Belanja Pegawai 
255,022,291,235.0

0 
297,568,872,231.8

5 
312,447,315,843.4

4 
40.39% 33.19% 42.13% 

Belanja Hibah 41,211,354,600.00 57,222,050,800.00 42,942,808,855.78 6.53% 6.38% 5.79% 

Belanja Bantuan 
Sosial 

14,454,462,453.00 23,169,767,500.00 27,213,759,739.61 2.29% 2.58% 3.67% 

Belanja Bantuan 
Keuangan kepada 
Provinsi/Kabupaten/Kot
a dan Pemerintahan 
Desa 

20,407,016,000.00 22,393,402,200.00 23,661,516,076.07 3.23% 2.50% 3.19% 

Belanja Tidak 
Terduga 

0.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 0.00% 0.11% 0.13% 

       

BELANJA LANGSUNG 
300,243,711,967.0

0 
495,180,199,180.3

0 
334,325,358,472.6

3 
47.56% 55.23% 45.08% 

Belanja Pegawai 26,888,841,375.00 39,576,536,232.50 33,640,055,797.63 4.26% 4.41% 4.54% 

Belanja Barang 
dan Jasa 

136,727,985,058.0
0 

179,528,224,546.8
4 

143,564,384,310.9
0 

21.66% 20.02% 19.36% 

Belanja Modal 
136,626,885,534.0

0 
276,075,438,400.9

5 
157,120,918,364.1

0 
21.64% 30.79% 21.19% 

Sumber: Hasil Analisis, 2015 

Berdasarkan hasil analisis terhadap realisasi kinerja belanja 

pada tahun 2014 dan 2015, serta dengan memperhatikan proyeksi 

tahun 2016 dan kemampuan pendapatan dan kebutuhan pendanaan 

untuk usulan program/kegiatan tahun 2016; maka disusun proyeksi 

kebutuhan belanja tahun 2016 dengan jumlah agregat sebesar 

Rp.741,59 milyar, dengan rincian sebagaimana terlihat pada Tabel 



Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016 

 

 Bab III hal 181 

 

3.11. Sebagaimana telah diuraikan di muka dalam skenario 

pembangunan ekonomi Kota Batu, bahwa untuk mencapai target LPE 

sebesar 7,8% diperlukan tambahan pembentukan modal dan/atau 

investasi swasta maupun pemerintah daerah setidaknya sebesar 

Rp.635,74 milyar pada tahun 2016 dengan belanja langsung riil APBD 

setidaknya sebesar RP.311,75 milyar. Penggunaan proyeksi belanja 

akan disesuaikan dengan prioritas pembangunan Kota Batu, yang 

masih terkait dengan bidang-bidang prioritas sebelumnya, antara 

lain: pengurangan kemiskinan dan pengangguran, pembangunan 

ekonomi yang inklusif dan berkeadilan yang mencakup bidang 

pertanian, bidang pariwisata, bidang sarana dan 

infrastruktur/prasarana kota, bidang pendidikan dan kesehatan, 

serta bidang pemerintahan.  

Secara spesifik, kebijakan belanja Kota Batu dirumuskan 

sebagai berikut: 

a) Pengalokasian Belanja Daerah diarahkan pada program dan 

kegiatan pelayanan dasar kepada masyarakat yang mengacu 

pada prioritas pembangunan Kota Batu sebagaimana tercantum 

dalam RKPD Kota Batu Tahun Anggaran 2016 dan penjabaran visi 

serta misi RPJMD Kota Batu Tahun 2012-2017, seperti alokasi 

yang diperuntukan BOS regular dimana pada Tahun Anggaran 

2016 belum dianggarkan secara pebuh 12 bulan, sementara 

transfer dana dari pusat telah diterima. 

b) Belanja Daerah sebagai stimulus pembangunan bidang ekonomi 

sektor produktif dalam rangka pengembangan perekonomian 

daerah yang berbasis potensi lokal serta pengembangan 

konektivitas antar daerah sebagai jejaring pemasaran dan 

peningkatan daya saing.  
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c) Belanja Daerah dalam rangka pengembangan sarana dan 

prasarana wilayah dengan mempertimbangkan daya ungkit 

terhadap perekonomian setempat.  

d) Kegiatan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan 

menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kota 

batu dan masyarakat serta mengacu pada prioritas pembangunan 

Kota Batu yang tercantum dalam RKPD Kota Batu Tahun 

Anggaran 2016 dan penjabaran visi serta misi RPJMD tahun 2012-

2017. 

e) Pendanaan kegiatan darurat yang penganggarannya belum 

tersedia atau belum mencukupi pada tahun berjalan. 

f) Mengakomodasi kebutuhan masyarakat berkembang dan tidak 

terkonsentrasi pada program dan/atau kegiatan serta lokasi 

tertentu. 

g) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan 

dalam tahun anggaran yang berjalan yang diperkirakan tidak 

dapat terealisasi secara optimal. 

Oleh karena itu, kebijakan belanja daerah Tahun Anggaran 

2016 difokuskan pada: 

a) Efektifitas dan efisiensi pemanfaatan belanja daerah melalui 

pemanfaatan belanja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta 

mengoptimalkan target kinerja sektor untuk mendukung target 

kinerja tahun 2016. 

b) Mempertajam alokasi anggaran melalui upaya pemberdayaan 

ekonomi rakyat dan mempercepat pembanguna infrastruktur 

yang menunjang perekonomian daerah dalam rangka 

mendukung percepatan target-target kinerja ekonomi tahun 

2016. 
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c) Penanganan isu-isu strategis melalu stimulasi belanja dan 

bekerjasama dengan lembaga-lambaga atau instansi yang 

berkompeten. 

d) Mengoptimalkan pemanfaatan belanja langsung untuk 

penyelenggaraan urusan Pemerintah Kota Batu dan fasilitas 

bantuan keuangan, belanja bantuan hibah maupun belanja b 

antuan sosial sesuai kemampuan keuangan daerah dan mengacu 

pada peraturan perundangan yang berlaku. 

e) Memenuhi kekurangan dana sharinguntuk percepatan 

pembangunan infrastruktur dan sektor usaha produktif serta 

program dan kegiatan lain yang telah menjadi kesepakatan 

bersama (MoU) antara Pemerintah Kota Batu dengan Pemerintah 

Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 

f) Pemenuhan belanja langsung untuk operasional kantor dengan 

prinsip efisiensi pemanfaatan air, listrik, telepon serta rehabilitasi 

ringan gedung kantor. 

g) Penggeseran / penyesuaian anggaran antar unit organisasi, antar 

kegiatan dan antar jenis serta obyek belanja. 

h) Penambahan / pengurangan alokasi anggaranbelanja daerah 

sebagai akibat adanya prakiraan yang tidak dan/atau dapat 

tercapai / terlaksana. 

i) Mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus 

diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran yang 

berkenaan. 

j) Mengakomodasi perubahananggaran mendahului perubahan 

APBD tahun anggaran yang berkenaan. 
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3.4.3  Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah 

Pembiayaan pembangunan daerah khususnya sektor publik 

yang menjadi tanggung tanggungjawab pemerintah daerah, dalam 

pelaksanaanya diharapkan mampu menjadi pendorong dan 

pengungkit bagi sektor private untuk tetap tumbuh dan terus 

berkembang melalui kebijakan government expenditure. Kebijakan 

ini juga diarahkan untuk dapat memberikan efek simultan pada roda 

perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Di samping 

itu, kebijakan pengeluaran pemerintah daerah juga ditujukan untuk 

melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat yang dari waktu ke 

waktu terus menuntut peningkatan kualitas layanannya. Isu-isu 

tentang penanggulangan kemiskinan, kesejahteraan sosial, 

perekonomian sektor produktif serta aspek kehidupan masyarakat 

yang lain harus menjadi prioritas.  

Selain dari sisi pengeluaran pemerintah daerah melalui belanja 

daerah, pembiayaan pembangunan daerah juga harus didukung oleh 

sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang mampu menjamin 

ketersediaan dan ketepatan waktu untuk memastikan keberlanjutan 

proses pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara 

bertahap diarahkan mampu menjadi back bone Pendapatan Daerah. 

Potensi-potensi sumber pembiayaan pembangunan harus terus 

dikembangkan disamping memperkuat sumber-sumber yang telah 

ada. Dalam pengembangan potensi pendapatan daerah ini juga perlu 

mempertimbangkan dampak dan resiko yang mungkin timbul atas 

hal tersebut. Kebijakan yang dirumuskan dalam rangka optimalisasi 

pendapatan daerah diharapkan tetap mampu menjaga iklim usaha 

yang prospektif di Kota Batu.  

Dalam konteks Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD), Pembiayaan Daerah menempati posisi yang sangat strategis 
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sebagai transaksi untuk mencapai keseimbangan anggaran. 

Kebijakan yang diambil dalam rangka mencapai keseimbangan 

anggaran tetap memperhatikan misi untuk menciptakan 

kemakmuran masyarakat. Potensi-potensi penerimaan daerah 

melalui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Penerimaan 

Pinjaman melalui penerbitan obligasi daerah, Hasil penjualan 

kekayaan daerah, Penerimaan kembali pemberian pinjaman, 

Penerimaan piutang dan Pencairan dana cadangan hendaknya 

dicermati dari sisi positif maupun negatifnya. Pada saat anggaran 

ditetapkan menggunakan sistem defisit maka penerimaan daerah 

merupakan mekanisme untuk menyeimbangkan anggaran yang 

penggunaanya tetap memperhatikan prioritas kebutuhan 

masyarakat.  

Demikian pula pada saat APBD menggunakan sistem surplus 

maka pengeluaran-pengeluaran pemerintah untuk pembentukan 

dana cadangan, Pemberian pinjaman, Pembayaran pokok hutang, 

dan Investasi (Modal bergulir, Modal dasar dan Penyertaan Modal 

BUMD) didasarkan pada prioritas kebutuhan masyarakat, 

efektifitasnya serta sebagai bentuk kesiapsediaan pemerintah daerah 

dalam penanggulangan bencana.  

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah 

adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan 

uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang 

berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. 

Pembiayaan pembangunan daerah termasuk dalam ruang lingkup 

hak dan kewajiban pemerintah daerah dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah. Isu-isu scarcity sumber daya dalam rangka 
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melaksanakan kewajiban pemerintah daerah menjadi isu di semua 

daerah sehingga diperlukan penerapan kebijakan skala prioritas 

dalam penyelenggaraannya. Tantangan pembiayaan pembangunan 

daerah tahun 2016 antara lain:  

a. Keterbatasan sumber pembiayaan pembangunan  

1. Proporsi dana transfer Pemerintah Pusat ke daerah belum 

mempertimbangkan Kapasitas fiskal daerah yang berbasis 

kebutuhan.  

2. Regulasi dan kebijakan Pemerintah Pusat yang berdampak 

pada menurunnya potensi Pendapatan Daerah.  

b. Skala prioritas belanja daerah  

1. Lingkaran permasalahan ekonomi, sosial dan kesejahteraan 

masyarakat merupakan mata rantai persoalan dan perlu 

penyelesaian secara komprehensif.  

2. Karateristik dan kultur masyarakat di Kabupaten/Kota yang 

heterogen.  

3. Disparitas antar wilayah Kabupaten/Kota.  

c. Efektifitas pengeluaran pemerintah daerah dalam pembiayaan 

daerah  

1. Seberapa besar benefit yang di dapatkan pemerintah daerah 

dan masyarakat pada umumnya atas pengeluaran pemerintah 

daerah dalam pembiayaan daerah.  

2. Diperlukan pertimbangan yang cermat dengan skala prioritas 

tentang peruntukan pengeluaran pemerintah daerah dalam 

pembiayaan daerah.  

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang 

dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja 

Daerah. Sumber penerimaan daerah berasal dari: 1) Sisa Lebih 

Perhitungan Anggaran Tahun Lalu, 2) Transfer dari dana cadangan, 
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3) Penerimaan pinjaman dan obligasi, serta 4) Hasil penjualan aset 

daerah yang dipisahkan. Adapun ragam pengeluaran dalam 

komponen pembiayaan anggaran daerah terdiri dari: 1) Transfer ke 

dana cadangan, 2) Penyertaan modal pemda dalam BUMD, 3) 

Pembayaran utang pokok yang jatuh tempo dan sisa lebih 

perhitungan anggaran tahun berjalan; dan 4) Pembayaran utang 

kepada pihak ketiga. Tabel 3.10. memerinci realisasi dan proyeksi 

besaran masing-masing sumber penerimaan dan pengeluaran 

pembiayaan Kota Batu tahun 2011 hingga 2013. 

Kemampuan anggaran pendapatan pada tahun 2016 

diproyeksikan senilai Rp.805,42 milyar dengan kebutuhan anggaran 

belanja mencapai Rp.741,91 milyar sehingga menimbulkan surplus 

anggaran sebesar Rp.63,83 milyar. Jumlah ini lebih besar 

dibandingkan tahun sebelumnya (2015) yakni defisit sebesar 

(Rp.182,99) milyar. Akibat defisit tahun 2015, maka anggaran 

pembiayaan netto menjadi negatif (Rp.934,11) juta namun masih 

mampu menghasilkan sisa lebih anggaran tahun berjalan sebesar 

Rp.60,34 milyar. Skenario anggaran pembiayaan ini diperoleh dari 

selisih antara anggaran penerimaan pembiayaan senilai (Rp.934,11) 

juta yang berasal dari SiLPA anggaran tahun sebelumnya dengan 

anggaran pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.2,5 milyar yang 

terdiri dari rencana pembiayaan berupa penyertaan modal (investasi) 

pemerintah daerah sebesar Rp.2,5 milyar dan tidak ada dana 

pembentukan cadangan (sebesar Rp.0,0 milyar sebagaimana terlihat 

pada Tabel 3.12. Kecuali dalam kondisi mendesak dan memaksa, 

Pemerintah Kota Batu berusaha tidak menambah utang dalam 

berbagai bentuknya agar beban anggaran tidak semakin berat. 
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Tabel 3.12. Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2014 dan  Anggaran Tahun 2015 
serta Target Pagu Indikatif Pembiayaan Daerah Tahun 2016 

URAIAN 
REALISASI APBD R-APBD 

2014 2015 2016 

    

SURPLUS / (DEFISIT) 70,135,570,716.04 (182,988,305,700.90) 63,826,155,118.79 

PEMBIAYAAN DAERAH    

PENERIMAAN PEMBIAYAAN 
DAERAH 

114,844,549,105.86 184,554,191,021.90 (934,114,679.00) 

Sisa Lebih Perhitungan 
Anggaran Tahun Anggaran 
Sebelumnya 

114,844,549,105.86 184,554,191,021.90 (934,114,679.00) 

Penerimaan Pinjaman Daerah    

Penerimaan Piutang Daerah    

PENGELUARAN PEMBIAYAAN 
DAERAH 

425,928,800.00 2,500,000,000.00 2,500,000,000.00 

Penyertaan Modal (Investasi) 
Pemerintah Daerah 

0.00 2,500,000,000.00 2,500,000,000.00 

Pembayaran Pokok Utang 425,928,800.00   

Pembentukan Dana Cadangan -   

    

PEMBIAYAAN NETTO 114,418,620,305.86 182,054,191,021.90 (3,434,114,679.00) 

SISA LEBIH PEMBIAYAAN 
ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 

184,554,191,021.90 (934,114,679.00) 60,392,040,439.80 

Sumber: Hasil Analisis, 2015 

Kebijakan Umum peningkatan sumber pembiayaan adalah 

dengan meningkatkan manajemen pembiayaan daerah yang 

mengarah pada akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas. 

Sedangkan strategi yang diambil adalah sebagai berikut: 

1) Apabila APBD surplus maka harus digunakan untuk pengeluaran 

daerah. Sedangkan pinjaman kepada Pemerintah Pusat /Daerah 

lain dan / atau pendanaan belanja diutamakan untuk membayar 

pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian 

peningkatan jaminan sosial; 

2) Apabila APBD Defisit, maka dapat dipenuhi melalui Apabila APBD 

defisit, maka ditutupi dari penerimaan: Sisa Lebih Perhitungan 

Anggaran Tahun Lalu (Silpa); Pencairan dana cadangan; Hasil 

penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; Penerimaan 

pinjaman daerah; Penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan 

penerimaan piutang daerah; 
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3) Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk 

menutup defisit APBD, maka ditutup dengan dana pinjaman. 

Dengan memperhatikan perkembangan kebijakan 

pembiayaan daerah yang ada, trend ke depan, serta kebutuhan 

pembangunan daerah, maka arah kebijakan pembiayaan Kota Batu 

adalah sebagai berikut: 

1. Menciptakan pembiayaan anggaran yang less risky dan relatif 

tidak mengganggu stabilitas maupun kesinambungan anggaran 

pusat maupun daerah. 

2. Skenario penanggulangan defisit, sebagai konsekuensi dari 

proyeksi kemampuan pendapatan yang lebih rendah daripada 

rencana kebutuhan belanja, akan dilakukan dengan opsi-opsi 

berikut: 

a) Melakukan penajaman kembali kebutuhan belanja 

program/kegiatan pembangunan, dengan memperhatikan 

prioritas penanganan masalah dan pemanfaatan peluang; 

b) Melakukan upaya-upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi 

pendapatan; serta 

c) Menyesuaikan kebutuhan input (sumber daya) 

program/kegiatan dengan output dan outcome yang diperoleh 

dari pelaksanaan kegiatan.  

 Adapun strategi  Pembiayaan Daerah Kota Batu tahun 2016 

diarahkan: 

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah 

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah di Kota Batu  

yaitu berusaha untuk meningkatkan realisasi SiLPA dari tahun ke 

tahun yang diakibatkan karena terjadinya efisiensi, efektivitas 

dalam pengelolaan belanja daerah. Secara khusus arah kebijakan 

Pembiayaan Daerah di Kota Batu  untuk kurun waktu 2016 yang 
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masuk dalam kategori penerimaan pembiayaan adalah sebagai 

berikut:  

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) 

diasumsikan tetap setiap tahun, dan akan digunakan untuk 

menutup defisit anggaran yang terjadi. 

b. Pinjaman daerah merupakan salah satu alternatif sumber 

pembiayaan daerah, namun pelaksanaannya selektif dan 

merupakan pilihan terakhir bila sumber-sumber pembiayaan 

daerah lainnya sudah tidak mampu untuk menutup defisit 

anggaran. 

c. Terkait dengan penerimaan dari Pihak Ketika, maka:   

- Penerimaan Pihak Ketiga ditiadakan menyesuaikan 

regulasi dalam Perda Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (P3KD). 

- Penerimaan dari Pihak Ketiga dilakukan melalui 

pengelolaan kas non anggaran dan dilaporkan pada 

Laporan Arus Kas. 

d. Secara bertahap dilakukan terobosan pembiayaan keuangan 

daerah, yaitu dengan mempertimbangkan adanya obligasi 

daerah, saham, SBI dengan mempertimbangkan kemampuan 

SDM pengelola dan regulasi pemerintah. 

e. Optimalisasi pemberdayaan aset daerah sebagai sumber 

pembiayaan daerah. 

2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah 

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah di Kota Batu  

selama tahun 2016 diarahkan untuk: 

a. Meningkatkan performance dan kinerja Perusahaan Umum 

Milik Daerah (BUMD) yang bergerak pada sektor pelayanan 

kebutuhan dasar masyarakat dalam bentuk penyertaan modal 
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daerah. Penyertaan modal kepada BUMD (Perusda) dilakukan 

secara bertahap. Penyertaan modal diberikan sesuai dengan 

kemampuan keuangan daerah dan diatur dalam Peraturan 

Daerah tentang Penyertaan Modal. 

b. Pemberian pinjaman daerah diberikan dalam bentuk kredit 

bergulir kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah dan koperasi (UMKMK).  

c. Pengembalian kepada Pihak Ketiga ditiadakan menyesuaikan 

regulasi dalam Perda Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (P3KD). 

d. Memfasilitasi dan mendorong peningkatan kerjasama dengan 

pihak swasta / masyarakat antara lain melalui kerangka 

regulasi yang dapat meningkatkan partisipasi 

masyarakat/swasta dalam mendanai program dan kegiatan 

pemerintah daerah melalui kerjasama yang saling 

menguntungkan (publik private partnership). 

 


